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Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat,
melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah,
hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta,
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"Dalam zakat ada keberkahan, dalam kepatuhan pajak ada keadilan.

Keseimbangan keduanya menciptakan harmoni ekonomi syariah"
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ABSTRAK

ANALISIS PERSEPSI MUZAKKI DI LINGKUNGAN UII
TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PAJAK PENGHASILAN

ABDUL AZI1Z
21423125

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan zakat sebagai
pengurang pajak penghasilan oleh muzakki, meskipun kebijakan tersebut telah
diatur secara formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi muzakki
terhadap implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di lingkungan
Universitas Islam Indonesia (UII), ditinjau dari aspek pemahaman, kepercayaan,
manfaat, dan kepatuhan, serta mengkaji implementasinya oleh lembaga zakat dan
otoritas pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap
muzakki, pengelola LAZIS YBW UNISIA, dan perwakilan Direktorat Jenderal
Pajak (DJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi muzakki terhadap
kebijakan zakat sebagai pengurang pajak cenderung positif, terutama dari sisi
manfaat spiritual dan pengurangan beban pajak. Namun tingkat pemahaman
muzakki masih terbatas akibat minimnya sosialisasi, sementara proses administrasi
belum terintegrasi secara optimal. Selain itu, koordinasi kelembagaan antara
lembaga zakat dan otoritas pajak masih perlu diperkuat agar implementasi
kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Zakat, Penghasilan Pajak, Persepsi Muzakki, Zakat Pengurang Pajak
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ABSTRACT

ANALYSIS OF MUZAKKI PERCEPTION IN UII
REGARDING THE IMPLEMENTATION OF ZAKAT AS AN
INCOME TAX DEDUCTION

ABDUL AZI1Z
21423125

This research is motivated by the suboptimal utilization of zakat as an income tax
deduction by zakat payers, despite the formal regulation of the policy. This study
aims to analyze zakat payers' perceptions of the implementation of zakat as an
income tax deduction at the Islamic University of Indonesia (Ull), in terms of
understanding, trust, benefits, and compliance. It also examines its implementation
by zakat institutions and tax authorities. The research method used was a
qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews
with zakat payers, LAZIS YBW UNISIA administrators, and representatives from
the Directorate General of Taxes (DGT). The results indicate that zakat payers’
perceptions of the zakat tax deduction policy tend to be positive, particularly in
terms of spiritual benefits and reduced tax burden. However, zakat payers'
understanding remains limited due to minimal publicity, while the administrative
process is not yet optimally integrated. Furthermore, institutional coordination
between zakat institutions and tax authorities needs to be strengthened for more
effective policy implementation.

Keywords: Zakat, Tax Revenue, Perception of Zakat Payers, Zakat Tax Deduction
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian
Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai
tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil
penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan
pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum
seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena
huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut
penjelasannya (Al-Qur’an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia
mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan
pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang
meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai
dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah
Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun
pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas
beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan
sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim
yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi



Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2)
Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno
M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut,
Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting
dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya
pembangunan yang semakin cepat.

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan
Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan
pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat
beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena
amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di
Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf
Arab.Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga
merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama,
khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi
lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang
baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian
dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa
selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-
beda.Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun
perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh
seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai
keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku
yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.
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Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip
sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan

padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar
“satu fonem satu lambang”.

3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.
Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi
Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
Vokal (tunggal dan rangkap)
Maddah
Ta’marbutah
Syaddah
Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
Hamzah

Penulisan kata

$ ® N kW N

Huruf kapital
10. Tajwid

Xil



1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan

transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
‘ Alif Tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ta T Te
o Ba B Be
< Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
C Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
0 Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
8= Syin Sy es dan ye
ua Sad S es (dengan titik di bawah)
U= Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ > ain ¢ koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
o Fa F Ef
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Qaf Q Ki
Kaf Ka Ka
Lam L El
Mim M Em
Nun N En
Wau W We
Ha H Ha
Hamzah ‘ Apostrof

Ya Y Ye

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
- Kasrah I I
: Dhammah U U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan

huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
8 Fathah dan ya Ai adani
w3 Fathah dan wawu Au adanu

Xiv




Contoh:

S kataba
J22  fa'ala
. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Nama Huruf dan Nama
dan Huruf Tanda
S fathah dan alif atau ya A A
S kasrah dan ya I I
e Hammah dan wau U u dan garis di
atas
Contoh:
J&  _qala J8  -qila
=)  -rama J3 - yaqilu

. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat
fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah mati Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat
sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Jaki day - raudah al-atfil/raudahtul atfal
U)—VJ\ 4—*-13-“5\ - al-madinah al-munawwarah
- al-madinatul munawwarah
sl _ talhah

XV



5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

&, -Rabbana &l - al-hajj

J%  -nazzala Azl - nu’ima

50 -al-birr

. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu ¥, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata xv sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang
diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti
oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di
depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
Jas - ar-rajulu ALl - al-qalamu
] - as-sayyidu il - al-badi’u
RN - as-syamsu BREN - al-jalalu

xvi



7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan
di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena

dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
oAl -ta’khuziina o -inna
& 3 -an-nau’u c’;}j - umirtu
(e -syai’un K -akala

8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis
terpisah. Hanya katakata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat
yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

GBI A 1 d &) 5 | Wa innallaha lahuwa khair ar- razigin

Wa innallaha lahuwa khairraziqin

Ol a3 301 8515 | Wa auf al-kaila wa-almizan
Wa auf al-kaila wal mizan
J4aT 2153 [ Tbrahim al-Khalil
Ibrahimul Khalil

wls 5 W% 4 ala | Bismillahi majreha wa mursaha

oo il za W e &5 | Walillahi ‘alan-nasi hijju  al-baiti
Sl 43 ¢ L) | manistata’a ilaihi sabila
Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti

manistata’a ilaihi sabila

xvii



9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya.

Contoh:

Jsu) V) das g

Wa ma Muhammadun illa rasl

A&y Al WA ey i 05 0
Ko

Inna awwala baitin wudi’a linnasi

lallazi bibakkata mubarakan

Sl ad O30 Al Gliany e

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’anu Syahru Ramadan al-lazi

unzila fihil Qur’anu

ol a3 815

Wa laqad ra’ahu bil-ufuq al-mubin Wa

lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubin

Giallall G b 2as

Alhamdu lillahi rabbil al-‘alamin
Alhamdu lillahi rabbilil ‘alamin

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai

dengan pedoman tajwid.
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan
anugerah luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir
penelitian dengan judul “Analisis Persepsi Muzakki Di Lingkungan UII
Terhadap Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan”.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memegang peranan krusial
dalam tatanan sosial ekonomi umat. Selain sebagai kewajiban ibadah yang
bersifat spiritual, zakat juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang
signifikan dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, pengentasan
kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam sejarah Islam, efektivitas
zakat sebagai instrumen redistribusi ekonomi telah terbukti pada masa
kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa tersebut, tata kelola
zakat yang efisien dan adil berhasil menciptakan kesejahteraan yang merata
sehingga mustahiq sulit ditemukan Ahmad et al., (2024). Hal ini menegaskan
bahwa zakat tidak semata-mata merupakan kewajiban keagamaan, melainkan
juga instrumen kebijakan ekonomi yang mampu mengatasi ketimpangan sosial
secara nyata.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia
memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan estimasi BAZNAS,
potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun, namun
realisasi penghimpunannya masih tergolong rendah, yaitu sekitar 4-5% dari
potensi tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi
ini adalah dengan melakukan integrasi antara sistem zakat dan sistem
perpajakan. Integrasi tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang mengatur
zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sebagaimana termaktub dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan kebijakan
ini, zakat yang disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto wajib pajak umat Islam dalam perhitungan pajak tahunan
(Humas BAZNAS RI, 2024).

Secara kontekstual, kebijakan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama,
memberikan insentif fiskal kepada wajib pajak umat Islam agar terhindar dari

beban ganda atas kewajiban zakat dan pajak. Kedua, mendorong masyarakat



untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi sehingga dana zakat dapat
dikelola secara profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. Kebijakan ini sekaligus
merepresentasikan harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan kebijakan fiskal
negara, yang sejalan dengan semangat maqasid al-syari’ah, yakni menjaga harta
(hifz al-mal) dan menciptakan keadilan ekonomi.

Namun demikian, pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak di
Indonesia belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme administratif dan aspek
hukum kebijakan ini. Banyak muzakki yang belum mengetahui bahwa zakat
yang disalurkan melalui lembaga resmi dapat digunakan untuk mengurangi
pajak, atau kurang memahami prosedur pelaporan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT). Selain itu, keterbatasan sosialisasi, kurangnya sinergi antara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan lembaga amil zakat, serta kompleksitas
birokrasi turut menjadi faktor penghambat efektivitas implementasi kebijakan
ini.

Temuan empiris memperkuat kondisi tersebut. Fuadi et al., (2024)
menyatakan bahwa belum terintegrasinya sistem informasi antara DJP dan
lembaga amil zakat merupakan penyebab utama rendahnya efektivitas
pelaksanaan zakat pengurang pajak. Pramesti et al., (2024) menambahkan bahwa
koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar pelaporan zakat dan pajak dapat
berjalan secara sinkron. Sementara itu, Ramadhani dan Canggih, (2023)
menemukan bahwa meskipun sebagian besar wajib pajak mengetahui adanya
kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, mereka tidak memanfaatkannya akibat
ketidaktahuan teknis serta minimnya kejelasan informasi. Penelitian Andriono
dan Hidayatulloh, (2020) juga mengindikasikan bahwa walaupun kebijakan
zakat pengurang pajak telah cukup dikenal, tingkat partisipasi muzakki dalam
pelaporannya masih tergolong rendah.

Dari perspektif pelayanan publik, tingkat kepuasan muzakki terhadap
pelaksanaan kebijakan menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan
zakat pengurang pajak. Menurut Pujiati dan Warsito, (2022), kepuasan muzakki

terhadap zakat sebagai pengurang pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas



layanan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, transparansi lembaga, serta
jaminan hukum dan kepatuhan syariah yang diberikan. Kepuasan tersebut
mencerminkan sejauh mana lembaga zakat dan otoritas pajak dapat
melaksanakan fungsi pelayanan publik secara efektif dan dapat dipercaya.

Universitas Islam Indonesia (UII) dipilih sebagai lokasi penelitian karena
memiliki karakteristik yang relevan dan ideal. Sebagai institusi pendidikan
tinggi Islam tertua di Indonesia, UIl memiliki komunitas akademik dengan
tingkat literasi keislaman yang tinggi serta kesadaran zakat yang relatif baik.
Dosen dan karyawan UIl merupakan kelompok muzakki potensial yang
menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti LAZIS YBW UNISIA.
Kondisi ini menjadikan UII sebagai lingkungan strategis untuk mengkaji
persepsi muzakki terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak
penghasilan dari perspektif akademik dan praktis.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk
menganalisis persepsi muzakki di lingkungan Universitas Islam Indonesia
terhadap pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Hasil
penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan
zakat di Indonesia, khususnya dalam aspek literasi fiskal umat, peningkatan
sinergi antara BAZNAS dan DJP, serta mendorong efektivitas pelaksanaan zakat

sebagai instrumen ekonomi syariah dalam sistem fiskal nasional.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya,
maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi
muzakki di lingkungan Universitas Islam Indonesia terhadap implementasi zakat

sebagai pengurang pajak penghasilan ?

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini
adalah Menganalisis persepsi muzakki di lingkungan Universitas Islam

Indonesia terhadap implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.



D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam
pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik kebijakan zakat dan perpajakan
di Indonesia. Secara garis besar, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek
utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur di bidang
ekonomi Islam dan perpajakan, khususnya mengenai integrasi antara
kewajiban ibadah zakat dan instrumen fiskal negara berupa pajak. Kajian
mengenai persepsi muzakki terhadap penerapan zakat sebagai pengurang
penghasilan kena pajak masih tergolong terbatas, sehingga hasil penelitian ini
dapat dijadikan referensi ilmiah yang relevan bagi kalangan akademisi,
peneliti, serta mahasiswa. Selain itu, penelitian ini diharapkan membuka
perspektif baru dalam menilai efektivitas kebijakan publik yang berlandaskan
nilai-nilai keagamaan, serta memperkuat pemahaman bahwa tata kelola
perpajakan dapat berjalan selaras dengan prinsip syariah melalui kebijakan
yang adaptif dan akomodatif terhadap aspirasi umat Islam.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Muzakki
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman muzakki
mengenai hak-hak perpajakan mereka, khususnya dalam pemanfaatan
zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu, hasil
penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif muzakki untuk
menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat resmi serta melakukan
pelaporan zakat secara tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku.
b. Bagi Lembaga Pengelola Zakat
Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki tata kelola administrasi,
serta merancang strategi edukasi yang lebih efektif terkait pemanfaatan

zakat dalam konteks perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini



berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat
dan mendorong peningkatan penghimpunan zakat melalui jalur resmi.
c. Bagi Otoritas Perpajaka
Hasil penelitian ini memberikan wawasan empiris mengenai persepsi wajib
pajak umat Islam terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.
Informasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyempurnaan kebijakan
fiskal yang lebih inklusif serta responsif terhadap nilai-nilai keagamaan
masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam
memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga pengelola
zakat guna meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan serta literasi

fiskal umat Islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai
penelitian ini, pembahasan disusun ke dalam lima bab utama, yaitu sebagai
berikut:

BAB I menjelaskan secara menyeluruh latar belakang permasalahan yang
menjadi dasar dilakukannya penelitian, termasuk urgensi dan konteks akademik
maupun praktis dari topik yang dikaji. Rumusan masalah disusun secara spesifik
dalam bentuk pertanyaan penelitian untuk mengarahkan fokus analisis. Tujuan
penelitian dirumuskan secara jelas sebagai jawaban atas rumusan masalah.
Selanjutnya disampaikan manfaat penelitian, baik dalam kontribusi teoritis bagi
pengembangan ilmu ekonomi Islam, maupun manfaat praktis bagi pemangku
kepentingan, seperti lembaga amil zakat dan Direktorat Jenderal Pajak. Di akhir
bab, dijelaskan sistematika penulisan sebagai kerangka umum isi skripsi.

Bab II berisi pembahasan teori-teori yang relevan dengan variabel yang
diteliti, termasuk konsep dasar mengenai persepsi muzakki, zakat sebagai
pengurang penghasilan kena pajak, serta teori-teori pendukung lainnya. Selain
itu, bab ini juga menyajikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
topik ini untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian. Tinjauan pustaka

ini digunakan untuk dasar dalam menyusun definisi operasional variabel.



BAB III menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup
desain penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, serta subjek dan objek yang
menjadi fokus penelitian. Penjelasan mengenai populasi dan sampel yang akan
dianalisis juga disampaikan dengan jelas. Penjelasan tentang metode penelitian
harus terstruktur sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diulang oleh
peneliti lain. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sumber data yang digunakan,
baik primer maupun sekunder, serta teknik pengumpulan data, seperti
wawancara atau studi dokumentasi, secara rinci. Definisi operasional dari
variabel penelitian dipaparkan untuk memberi kejelasan tentang pengukuran
variabel yang digunakan. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data
juga dijelaskan dengan rinci, diikuti dengan teknik analisis data yang akan
diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini juga disampaikan untuk menggambarkan cara pengolahan dan
penyajian data yang diperoleh.

Bab IV menyajikan hasil temuan berdasarkan data yang telah dikumpulkan
dari responden, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara mendalam.
Data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi untuk mendukung
pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya, hasil penelitian dibandingkan
dengan teori yang relevan dan temuan dari penelitian sebelumnya untuk
menunjukkan konsistensi atau perbedaan. Pembahasan dilakukan secara kritis
untuk menggambarkan fakta empiris dengan teori serta menjawab rumusan
masalah penelitian.

Bab V ini menyajikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan temuan
utama penelitian, yang menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan
penelitian. Selain itu, disampaikan saran-saran yang bersifat aplikatif maupun
akademik, yang ditujukan kepada lembaga amil zakat, otoritas pajak, serta
peneliti selanjutnya. Saran disusun berdasarkan hasil temuan dan pembahasan,
agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan

efektivitas penerapan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia.



BABII
TINJAUAN PUSTAKA
A. Telaah Pustaka

Dalam rangka memperkuat dasar teori dan mengidentifikasi posisi
penelitian, peneliti telah menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang relevan
dengan topik persepsi muzakki terhadap implementasi zakat sebagai pengurang
pajak penghasilan. Telaah ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana
penelitian sebelumnya memberikan kontribusi awal, sekaligus menyoroti celah
yang akan diisi oleh penelitian ini.

Wijayanti et al., (2022) dalam kajiannya membandingkan implementasi
zakat sebagai pengurang pajak antara Indonesia dan Malaysia. penulis
menggunakan metode studi komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
efektivitas kebijakan di Malaysia lebih tinggi, didukung oleh sistem regulasi
yang lebih jelas dan lembaga amil zakat yang profesional. Sementara itu, di
Indonesia, pelaksanaan kebijakan masih terikat oleh prosedur administrasi yang
kompleks dan lemahnya sinergi antara lembaga zakat dan otoritas pajak.
Temuan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan penguatan
dasar hukum agar kebijakan zakat sebagai insentif pajak dapat berjalan optimal.

Khotimah et al., (2022) menyiarkan persepsi masyarakat Muslim terhadap
kebijakan pengurangan pajak melalui zakat. digunakan pendekatan deskriptif
kuantitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan tertua dalam
regulasi nasional, tingkat kesadaran dan pemanfaatan di kalangan wajib pajak
masih tergolong rendah. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, tingkat
pemahaman agama, dan status sosial ekonomi turut mempengaruhi tingkat
partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi
berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Febriyanti, (2021) melakukan studi di wilayah Jawa Timur dan
mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan zakat sebagai
pengurang pajak. menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hambatan utama
meliputi rendahnya literasi masyarakat, keraguan terhadap kredibilitas lembaga

amil zakat, dan rumitnya prosedur administrasi. Rekomendasi yang mencakup



perbaikan tata kelola kelembagaan, peningkatan transparansi, serta prosedur
penyederhanaan agar lebih ramah bagi muzakki.

Ahmad et al., (2024) mengkaji kebijakan ini di Kabupaten dan Kota
Tapanuli Selatan. Menggunakan pendekatan fenomenologis dalam kajian
kualitatif. Mereka menemukan bahwa meskipun zakat dapat berfungsi untuk
mengurangi beban pajak, pelaksanaannya di lapangan masih dihambat oleh
lemahnya sistem pelaporan dan minimalnya kolaborasi antara DJP dan lembaga
zakat. Penelitian ini menyarankan sistem integrasi informasi serta peningkatan
kesadaran masyarakat untuk mendukung implementasi yang lebih optimal.

Fuadi et al., (2024) meneliti kontribusi zakat dalam pembangunan daerah
di Aceh. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Zakat dinilai tidak hanya
sebagai ibadah, namun juga sebagai instrumen fiskal yang berpotensi dalam
mendukung pendapatan daerah. Namun, tantangan seperti lemahnya regulasi di
tingkat lokal dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan serius.
Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola dan
sinergi antar lembaga sebagai strategi solusi.

Mardayanti & Kumala, (2021) serta Siswantoro et al., (2022) dalam studi
internasionalnya yang menerapkan pendekatan survei kuantitatif. menyoroti
bahwa tingkat kepuasan muzakki terhadap pelayanan lembaga amil zakat sangat
mempengaruhi  kecenderungan masyarakat dalam menunaikan zakat.
Masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan, transparansi, dan distribusi
dana cenderung menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Namun
ketidakpercayaan terhadap pengelolaan zakat masih menjadi alasan sebagian
orang memilih menyalurkan zakat langsung ke mustahigq.

Rahayu et al., (2022) dalam penelitian berjudul Faktor Internal yang
Mempengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memanfaatkan Zakat sebagai
Pengurang Pajak di Kabupaten Bogor menggunakan metode kuantitatif dengan
analisis regresi linier. Mengungkap bahwa faktor internal seperti keimanan,
kepuasan spiritual, nilai sosial, serta kebutuhan akan pengakuan mempengaruhi

keputusan masyarakat dalam memanfaatkan zakat sebagai pengurang pajak.



Penelitian ini menekankan pentingnya membangun persepsi positif terhadap
lembaga zakat melalui pemberdayaan dan pendidikan berkelanjutan.

Pujiati dan Warsito, (2022) dan Wardana, (2023) Dalam penelitiannya
yang berjudul Efektivitas Layanan Zakat Digital BAZNAS terhadap Kemudahan
Pelaporan Pajak, penulis menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan
mereka menunjukkan bahwa penggunaan platform digital mempermudah akses
pembayaran zakat. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti belum
standarnya bukti pembayaran untuk kebutuhan pelaporan pajak. Oleh karena itu,
peningkatan kualitas SDM dan sistem digitalisasi yang terintegrasi menjadi
kebutuhan mendesak agar zakat dapat dimanfaatkan secara legal sebagai
pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Furqon, (2024),
berjudul Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepuasan
Wajib Pajak menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.
Ditemukan bahwa penerapan sistem e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan
mampu meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan keamanan bagi wajib pajak.
Hal ini berdampak positif terhadap tingkat kepuasan, karena pelaporan dapat
dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Sementara itu, penelitian
Damayanti dan Irawan, (2021) menunjukkan bahwa meskipun layanan e-filing
telah berjalan cukup baik, masih terdapat kesenjangan antara kinerja layanan dan
harapan pengguna, khususnya dalam pengisian data pendapatan bruto dan
kepemilikan utang. Berdasarkan analisis Importance Performance Analysis
(IPA), tingkat kesesuaian antara kinerja dan harapan tercatat sebesar 93,8%,
sehingga disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak melakukan perbaikan pada
beberapa aspek teknis layanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Igbal, (2022) dengan judul
Analisis Hubungan Implementasi Zakat Pengurang Pajak terhadap Perspektif
Stakeholder di Banda Aceh menggunakan metode kuantitatif dengan analisis
korelasi regresi linier menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan zakat sebagai
pengurang pajak di Banda Aceh telah berjalan dengan baik dari segi

administratif dan kelembagaan, namun belum memberikan dampak yang
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signifikan terhadap persepsi masyarakat. Berdasarkan hasil analisis korelasi,
variabel implementasi kebijakan menunjukkan pengaruh negatif terhadap
persepsi stakeholder dengan koefisien regresi sebesar —0,117 dan nilai R? sebesar
0,055, yang menunjukkan bahwa hanya 5,5% variasi persepsi dapat dijelaskan
oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Rendahnya tingkat literasi
masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya koordinasi antara lembaga
zakat dan otoritas pajak menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas
kebijakan tersebut.

Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak
menitikberatkan pada aspek regulasi, tingkat kesadaran masyarakat, serta
kendala dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
dalam cakupan wilayah yang luas. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian ini
memfokuskan diri pada analisis persepsi muzakki dari linkungan Universitas
Islam Indonesia (UII) terhadap pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang
pajak. Dengan memilih komunitas akademik di lingkungan perguruan tinggi
Islam sebagai objek studi, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan
perspektif baru yang lebih mendalam dari kelompok dengan literasi zakat dan
perpajakan yang relatif tinggi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
melanjutkan temuan-temuan sebelumnya, melainkan juga memberikan
kontribusi original melalui pendekatan kontekstual dan empiris terhadap

implementasi kebijakan zakat dalam sistem perpajakan nasional.

. Kerangka Teori

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah teori yang relevan dan saling
mendukung. Teori-teori tersebut dipilih untuk membantu peneliti dalam
memahami, menguraikan, serta menganalisis permasalahan yang diangkat,
khususnya terkait dengan persepsi muzakki terhadap implementasi zakat sebagai
pengurang penghasilan kena pajak.
1. Teori Persepsi

a. Konsep Persepsi Muzakki
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Persepsi merupakan suatu proses psikologis yang terjadi ketika
individu memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan yang
diterima dari lingkungan guna membentuk gambaran bermakna mengenai
dunia di sekitarnya. Menurut Robbins dan Judge (2017), persepsi
didefinisikan sebagai cara individu memandang suatu realitas berdasarkan
interpretasi personal terhadap informasi yang diperoleh. Proses persepsi
sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengalaman, nilai,
keyakinan, dan harapan, serta faktor eksternal, seperti situasi sosial dan
lingkungan. Dalam pandangan Schiffman dan Kanuk (2010), persepsi
tidak hanya terbatas pada penglihatan atau pendengaran, melainkan
mencakup proses penilaian terhadap objek, kebijakan, atau peristiwa
berdasarkan pengalaman serta pengetahuan sebelumnya. Hal ini
menunjukkan bahwa persepsi bersifat subjektif, di mana dua individu
dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama akibat
perbedaan latar belakang, tingkat pengetahuan, dan sistem nilai yang
mereka anut.

Dalam konteks ekonomi Islam, muzakki adalah individu Muslim
yang berkewajiban menunaikan zakat apabila hartanya telah mencapai
nisab dan haul sesuai ketentuan syariah. Persepsi muzakki terhadap zakat
tidak hanya merupakan pandangan keagamaan semata, tetapi juga
melibatkan penilaian terhadap sistem pengelolaan, transparansi lembaga
amil zakat, serta manfaat yang dirasakan dari pembayaran zakat tersebut.
Menurut Kotler dan Keller, (2016), persepsi membentuk dasar bagi sikap
dan perilaku seseorang; dengan kata lain, persepsi yang positif terhadap
suatu kebijakan akan mendorong tindakan nyata, sedangkan persepsi
negatif cenderung menimbulkan penolakan atau ketidakpedulian.

Oleh karena itu, persepsi muzakki dapat diartikan sebagai
pandangan, pemahaman, dan penilaian individu terhadap mekanisme
pengelolaan zakat yang dijalankan oleh lembaga amil zakat maupun
otoritas negara. Persepsi ini menjadi indikator penting untuk menilai

sejauh mana kebijakan zakat, termasuk zakat sebagai pengurang pajak,
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telah diterima dan dipahami oleh masyarakat Muslim. Persepsi yang
positif mengindikasikan keberhasilan komunikasi, sosialisasi, serta
efektivitas pelaksanaan kebijakan zakat dalam sistem fiskal nasional.

b. Persepsi Muzakki terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
merupakan bentuk sinergi antara kewajiban ibadah dan kewajiban fiskal
yang diatur oleh negara. Persepsi muzakki terhadap kebijakan ini terbentuk
melalui pemahaman terhadap peraturan hukum, pengalaman administrasi,
serta manfaat yang dirasakan secara langsung. Berdasarkan Theory of
Planned Behavior dari Ajzen (1991), persepsi individu terhadap suatu
kebijakan akan memengaruhi niat dan perilaku aktualnya dalam
berpartisipasi. Apabila muzakki memiliki persepsi positif terhadap
kebijakan zakat pengurang pajak, maka tingkat partisipasi dalam
pembayaran zakat melalui lembaga resmi dan pelaporannya dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) cenderung meningkat.

Dalam penelitian ini, persepsi muzakki terhadap kebijakan zakat
pengurang pajak dijelaskan melalui empat indikator utama dalam mengukur
persepsi muzakki, yaitu pemahaman, kepercayaan, manfaat, dan
pemenuhan hukum-syariah.

1) Kognitif (Pemahaman terhadap Kebijakan Zakat sebagai Pengurang
Pajak)

Pemahaman merupakan pondasi utama dalam membentuk persepsi
positif terhadap sebuah kebijakan. Muzakki yang memiliki pengetahuan
mendalam mengenai dasar hukum, prosedur pelaporan, serta manfaat
dari Kebijakan Zakat Pengurang Pajak cenderung memiliki persepsi
yang lebih positif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Robbins &
Judge (2017) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman individu terhadap
kebijakan publik turut memengaruhi cara mereka menilai efektivitas dan
keadilan kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, persepsi positif terbentuk

apabila muzakki memahami bahwa zakat yang disalurkan melalui
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lembaga resmi dapat digunakan secara sah sebagai pengurang pajak yang
diakui dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
2) Afektif (Kepercayaan terhadap Lembaga Zakat dan Otoritas Pajak)

Kepercayaan (trust) merupakan faktor esensial dalam membangun
persepsi positif terhadap pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak.
Muzakki akan memiliki pandangan yang positif jika mereka meyakini
bahwa lembaga zakat seperti BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ)
resmi serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan tugasnya secara
profesional, amanah, dan transparan. Menurut Kotler & Keller, (2016),
kepercayaan merupakan keyakinan bahwa pihak lain akan bertindak jujur
serta sesuai dengan standar moral maupun hukum yang berlaku. Dalam
hal ini, kepercayaan mencakup aspek integritas, transparansi, dan
akuntabilitas kedua lembaga dalam pengelolaan zakat serta integrasinya
dengan sistem perpajakan.

3) Evaluatif (Manfaat Nyata yang Dirasakan oleh Muzakki)

Manfaat merupakan dimensi yang mengukur sejauh mana
kebijakan memberikan dampak positif secara langsung bagi muzakki.
Persepsi positif muncul ketika muzakki merasakan bahwa zakat yang
diberikan secara nyata dapat mengurangi beban pajak, memberikan
kepastian hukum, serta mempermudah tata kelola administrasi keuangan
pribadi mereka. Menurut Schiffman dan Kanuk (2010), pengalaman
manfaat yang konkret akan memperkuat persepsi positif terhadap suatu
kebijakan karena menimbulkan rasa kepuasan sekaligus relevansi
terhadap kebutuhan individu. Dalam hal ini, muzakki yang memperoleh
manfaat ekonomi dan spiritual dari zakat pengurang pajak akan memiliki
pandangan yang lebih konstruktif.

4) Konatif (Kepatuhan terhadap Hukum dan Prinsip Syariah)

Dimensi ini mencerminkan penilaian muzakki mengenai sejauh
mana penerapan zakat sebagai pengurang pajak dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai syariah. Persepsi

positif terbentuk apabila kebijakan dianggap selaras dengan prinsip
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keadilan sosial, transparansi, serta tanggung jawab moral sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan. Mangkunegara (2017) menyatakan bahwa kepatuhan
hukum tidak hanya bersifat formal, namun juga mencakup aspek moral,
sebagai cerminan integritas individu dalam menjalankan kewajiban
sebagai warga negara sekaligus umat beragama.
Keempat dimensi tersebut saling melengkapi dalam membentuk persepsi
muzakki secara menyeluruh sehingga persepsi muzakki terhadap
implementasi zakat pengurang pajak di lingkungan akademik seperti UII
mencerminkan  keseimbangan antara pengetahuan, keyakinan,
pengalaman, dan komitmen hukum-syariah. Dengan demikian, persepsi
muzakki terhadap implementasi zakat pengurang pajak mencerminkan
sinergi antara pemahaman rasional, keyakinan spiritual, serta kesadaran
hukum yang berjalan harmonis dalam sistem fiskal Islam di Indonesia.
2. Teori Zakat Pengurang Pajak
a. Konsep Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam
Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam
yang memiliki fungsi spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara etimologis,
istilah zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, tumbuh, dan
berkembang. Dalam terminologi syariah, zakat didefinisikan sebagai
pengambilan sebagian harta tertentu dengan kadar dan syarat yang telah
ditetapkan untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan
yang diatur dalam Al-Qur'an :

Ko Uigko B el (03 s aiSy kil Bs higdl e 14

D e g 5
“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan
mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah

ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.” (OS. At-Taubah [9]: 103).
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Menurut Yusuf al-Qaradawi (2000) dalam karya Figh az-Zakah,
zakat memiliki dua dimensi utama: pertama, sebagai sarana pensucian jiwa
dan harta; kedua, sebagai instrumen ekonomi yang menjamin pemerataan
kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.

Dari perspektif ekonomi, zakat berfungsi sebagai instrumen
distribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial.
Zakat memiliki peranan untuk mengalirkan kekayaan agar tidak hanya
beredar di kalangan masyarakat kaya, melainkan juga didistribusikan
kepada mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariah.
Menurut Didin Hafidhuddin (2011) zakat tidak sekadar merupakan
kewajiban individu, melainkan juga merupakan pilar kebijakan ekonomi
publik dalam Islam. Bila dikelola secara profesional oleh lembaga amil
zakat yang kompeten, zakat dapat menunjang program pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan, memperkuat daya beli masyarakat, serta
mempercepat pemerataan ekonomi. Dengan demikian, zakat memiliki
peran penting tidak hanya sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri
kepada Allah, tetapi juga sebagai mekanisme keuangan publik yang
memperkokoh perekonomian umat.

. Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Fiskal Nasional

Integrasi zakat dan pajak dalam sistem fiskal nasional
mencerminkan sinergi antara kewajiban keagamaan dan kewajiban
kenegaraan bagi umat Islam. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa zakat
memiliki potensi signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi
dan sosial, sehingga kebijakan zakat diakomodasi dalam sistem fiskal
melalui berbagai regulasi formal. Untuk mendukung kebijakan zakat
sebagai pengurang pajak, terdapat beberapa dasar hukum yang relevan di
Indonesia. Peraturan peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas
terkait penggunaan zakat dalam mengurangi penghasilan kena pajak bagi
wajib pajak yang beragama Islam:

1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
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Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban lembaga zakat dalam
mengelola dana zakat secara sah dan transparan. Selain itu, undang-
undang ini juga mengatur bagaimana zakat yang disalurkan melalui
lembaga amil zakat resmi dapat digunakan untuk mengurangi
penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang beragama Islam, yang
merupakan salah satu manfaat fiskal dari zakat.

2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat (3)
huruf al)
Dalam pasal ini dijelaskan bahwa zakat yang dibayar oleh wajib pajak
yang beragama Islam dan disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi
yang terdaftar dapat digunakan sebagai pengurang Penghasilan Kena
Pajak (PKP) dalam perhitungan pajak tahunan. Dengan demikian, zakat
yang dibayarkan memberikan insentif bagi wajib pajak dalam hal
pengurangan kewajiban pajak mereka.

3) PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan
Kena Pajak
Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai
mekanisme perhitungan zakat yang dapat digunakan untuk mengurangi
penghasilan kena pajak dan bagaimana prosedur pelaporannya
dilakukan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Peraturan
ini juga menjelaskan batasan dan persyaratan teknis yang harus
dipenuhi oleh wajib pajak untuk dapat mengklaim zakat sebagai
pengurang pajak.

4) PER-6/PJ/2011 tentang Teknis Pelaporan Zakat sebagai Pengurang
Pajak
Peraturan ini mengatur prosedur pelaporan zakat oleh wajib pajak
dalam SPT tahunan. Di dalamnya, terdapat ketentuan tentang tata cara
dan format pelaporan zakat yang dibayarkan, yang harus dilaporkan
oleh wajib pajak sebagai pengurang pajak yang sah. Pelaporan yang
sesuai dengan peraturan ini akan memastikan bahwa zakat yang dibayar

dapat diakui secara sah oleh otoritas pajak.
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c. Implementasi zakat sebagai instrumen pengurang pajak

Implementasi zakat sebagai instrumen pengurang pajak di Indonesia
pada dasarnya merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) dan lembaga amil zakat yang telah memperoleh persetujuan
pemerintah, seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi.
Dalam pelaksanaannya, wajib pajak yang hendak memanfaatkan fasilitas
pengurangan pajak wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif,
antara lain: zakat harus disalurkan melalui lembaga zakat resmi yang
diakui oleh negara, pembayaran harus dibuktikan dengan tanda terima
yang sah, serta pelaporan dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) Pajak Penghasilan.

Pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan di
lapangan. Berdasarkan penelitian Ahmad et al., (2024), beberapa
permasalahan utama mencakup rendahnya literasi masyarakat mengenai
zakat dan pajak, minimnya sosialisasi dari otoritas terkait, serta belum
optimalnya sistem integrasi data antara DJP dan BAZNAS. Selain itu,
sebagian muzakki masih memandang proses administrasi zakat sebagai
pengurang pajak terlalu kompleks, terutama terkait pelaporan digital dan
verifikasi dokumen. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan
ini sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antar lembaga,
pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, serta edukasi masyarakat
secara berkelanjutan.

Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama yang saling
melengkapi, yaitu teori persepsi dan teori zakat pengurang pajak. Secara
teoritis, zakat sebagai pengurang pajak penghasilan mencerminkan
integrasi antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab fiskal umat Islam.
Dalam sistem ekonomi Islam, zakat berperan tidak hanya sebagai
instrumen ibadah, melainkan juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan
serta kebijakan publik yang berkeadilan. Integrasi zakat ke dalam sistem
perpajakan nasional melalui kebijakan zakat pengurang pajak

sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011, UU No. 36 Tahun
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2008, PP No. 60 Tahun 2010, dan PER-6/PJ/2011 mengindikasikan
pengakuan negara terhadap peran zakat dalam mendukung pembangunan
ekonomi umat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung
pada persepsi positif muzakki yang terbentuk dari pemahaman,
kepercayaan, manfaat yang dirasakan, serta kepatuhan terhadap hukum
dan prinsip syariah. Oleh karena itu, zakat pengurang pajak tidak hanya
berfungsi sebagai sarana keringanan fiskal, melainkan juga sebagai simbol
harmonisasi antara nilai religius dan kebijakan negara dalam mewujudkan

kesejahteraan sosial.



BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan
utama untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana pembayar
zakat memandang implementasi zakat sebagai instrumen pengurang penghasilan
kena pajak, yang juga dikenal sebagai zakat pengurang pajak. Metode ini dipilih
karena kemampuannya untuk menjelaskan secara komprehensif pandangan,
evaluasi, dan interpretasi pembayar zakat terhadap kebijakan zakat yang telah
terintegrasi ke dalam sistem perpajakan nasional. Dalam konteks ini, peneliti
berupaya memahami bagaimana Muzakki di Universitas Islam Indonesia
menafsirkan, menilai, dan menanggapi kebijakan tersebut, dengan mendasarkan
pada pengalaman dan pengetahuan pribadi mereka.

Metode kualitatif deskriptif ini juga membuka peluang untuk
mengidentifikasi berbagai faktor yang membentuk persepsi tersebut, mulai dari
aspek pemahaman hukum, tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat dan
otoritas pajak, manfaat yang diperoleh, hingga komitmen terhadap prinsip-
prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, diharapkan
penelitian ini akan menghasilkan gambaran yang komprehensif dan kontekstual
tentang proses pembentukan persepsi pembayar zakat terhadap implementasi

zakat sebagai pengurang pajak di lingkungan akademik berbasis Islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Indonesia (UII) yang
berlokasi di Yogyakarta, dengan fokus pada muzakki yang menunaikan zakat
melalui Lembaga Amil Zakat. Pemilihan UII sebagai lokasi penelitian
didasarkan pada pertimbangan bahwa UIl merupakan salah satu perguruan
tinggi Islam terkemuka di Indonesia, yang memiliki lingkungan akademik
dengan tingkat literasi keislaman serta kesadaran sosial fiskal yang relatif tinggi.

Selain itu, UII telah menerapkan sistem pengelolaan zakat yang baik dan

terstruktur melalui LAZIS YBW UNISIA, sehingga proses penghimpunan,
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pengelolaan, dan pendistribusian zakat dapat berlangsung secara profesional,
transparan, dan akuntabel. Kondisi tersebut memberikan konteks yang sesuai
untuk mengkaji persepsi muzakki terhadap implementasi zakat sebagai
pengurang pajak penghasilan. Melalui penelitian di lingkungan akademik ini,
diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana para
muzakki memandang efektivitas, manfaat, dan relevansi kebijakan zakat

pengurang pajak dalam praktiknya di Indonesia.

. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yang meliputi
serangkaian tahap utama yang saling terkait. Tahap awal difokuskan pada
persiapan, dimana peneliti menyusun panduan wawancara dan perangkat lain
yang diperlukan untuk mengkaji pandangan muzakki terhadap penerapan zakat
sebagai pengurang pajak penghasilan.

Selanjutnya, tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
intensif dengan muzakki yang membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat
resmi, dengan tujuan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan evaluasi
mereka terhadap kebijakan zakat sebagai instrumen pengurang pajak termasuk
aspek manfaat, kemudahan akses, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pengolahan dan analisis data, yang
meliputi transkripsi rekaman wawancara, identifikasi tema-tema kunci melalui
koding, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola persepsi yang muncul.
Terakhir, dilakukan tahap penyusunan laporan penelitian yang meliputi
rangkuman hasil analisis, pembahasan mendalam, dan simpulan tentang
pandangan muzakki terhadap implementasi kebijakan zakat pengurangan pajak

di lingkungan UII.

. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah muzakki di lingkungan Universitas
Islam Indonesia (UIl) yang menunaikan zakat melalui Lembaga resmi. Mereka

dipilih berdasarkan pengalaman langsung dalam melaksanakan kewajiban zakat
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serta memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan fiskal,
khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak.

Objek penelitian ini difokuskan pada persepsi muzakki terhadap
penerapan zakat sebagai pengurang pajak. Penelitian ini bertujuan untuk
menggali pandangan, pemahaman, tingkat kepercayaan, dan penilaian muzakki
terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, yang meliputi aspek kemanfaatan,
kejelasan aturan, serta kesesuaian dengan prinsip hukum dan syariah Islam.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengamati pelaksanaan kebijakan
dari sisi administratif, melainkan juga menelaah aspek persepsi dan pengalaman

subjektif para muzakki sebagai pengguna kebijakan zakat pengurang pajak.

. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Muzakki Universitas
Islam Indonesia (UII), yaitu individu yang telah memenuhi kewajiban zakat dan
menyalurkannya melalui lembaga amil zakat resmi. Kelompok tersebut dipilih
karena memiliki tingkat literasi keislaman dan kesadaran fiskal yang relatif
tinggi, sehingga dianggap mampu memberikan pandangan yang komprehensif
mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.

Sampel penelitian ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu
yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan yang digunakan antara
lain:

1. Muzakki UII yang telah menunaikan zakat melalui lembaga zakat resmi.
2. Bersedia menjadi narasumber dalam wawancara penelitian.

Dengan menerapkan pendekatan kualitatif, jumlah informan tidak
ditentukan secara pasti di awal, melainkan disesuaikan dengan prinsip kejenuhan
data (saturasi data), yaitu saat informasi yang diperoleh dianggap telah memadai

untuk menjawab fokus penelitian.

. Sumber Data
Sumber data merujuk pada segala bentuk informasi yang dimanfaatkan

oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian melalui metode
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pengumpulan data tertentu, baik yang berasal dari manusia (narasumber),
dokumen yang relevan (Sugiono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam
dengan para informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan
pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Teknik pemilihan
informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat
pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan mereka dalam konteks zakat dan
perpajakan. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Muzakki Universitas Islam Indonesia (UII)

Informan ini dipilih berdasarkan pengalaman empirisnya sebagai
muzakki yang menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat resmi.
Perspektif yang diberikan dianggap penting untuk memahami bagaimana
persepsi muzakki terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak,
termasuk sejauh mana pemahaman mereka terhadap prosedur pelaporan,
manfaat yang dirasakan, serta hambatan administratif yang dihadapi dalam
pelaksanaannya.

b. Perwakilan dari BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZIS)

Informan ini berperan dalam menyampaikan pandangan
kelembagaan mengenai mekanisme penghimpunan, pelayanan, dan
pencatatan zakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak.
Melalui narasumber ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mengenai
tata kelola administrasi zakat oleh lembaga amil zakat, prosedur
penerbitan bukti setor, tingkat sosialisasi kepada muzakki, serta berbagai
tantangan yang dihadapi dalam mendukung pelaksanaan zakat sebagai
instrumen pengurang pajak.

c. Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Informan dari DJP berfungsi sebagai pihak otoritatif yang

memahami aspek teknis dan kebijakan pelaksanaan zakat sebagai

pengurang pajak. Pandangan mereka memberikan gambaran konkret
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mengenai penerapan aturan di lapangan, tingkat sosialisasi kepada wajib
pajak Muslim, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam

mendukung kolaborasi antara DJP dan lembaga amil zakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber tertulis
dan dokumentasi resmi yang mendukung analisis hasil wawancara. Sumber
data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang
No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Data sekunder ini digunakan
untuk memperkuat temuan lapangan, memberikan konteks konseptual, serta

memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar empiris dan teoritis yang

kokoh.

G. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam penelitian karena
berperan menentukan mutu dan validitas hasil yang diperoleh. Dalam penelitian
ini, peneliti menerapkan dua metode utama untuk mengumpulkan data, yaitu
wawancara dan dokumentasi. Metode kedua digunakan secara komplementer
guna memperoleh informasi yang mendalam serta komprehensif mengenai
persepsi muzakki terhadap penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena
pajak di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII).
1. Wawancara
Wawancara adalah suatu proses pengumpulan informasi secara
langsung dari narasumber dengan menetapkan permasalahan dan pertanyaan
secara terstruktur (Sugiono, 2013). Dalam penelitian ini, wawancara
dilakukan secara semi-terstruktur, menggunakan panduan pertanyaan terbuka
agar narasumber diberikan kesempatan menjelaskan pengalaman dan
pandangan secara bebas namun tetap terfokus pada tujuan penelitian.
Wawancara ditujukan kepada sumber data primer, yakni informan yang

memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan zakat sebagai
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pengurang pajak. Peneliti melaksanakan wawancara mendalam (in-depth
interview) terhadap tiga kategori informan utama, yaitu:
a. Muzakki Universitas Islam Indonesia (UII)
Informan ini dipilih karena terlibat langsung sebagai muzakki yang
melaksanakan zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Wawancara
difokuskan pada pemahaman, keyakinan, manfaat yang dialami, serta
persepsi mereka terhadap pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang
pajak.
b. Perwakilan BAZNAS atau LAZIS
Informan ini bertugas mewakili lembaga amil zakat yang memiliki
tanggung jawab atas penghimpunan serta penyaluran zakat, termasuk
dalam hal mempublikasikan bukti setor zakat sebagai dokumen yang dapat
digunakan untuk pengurangan pajak. Diskusi ini bertujuan untuk
memperoleh informasi terkait prosedur operasional, pelayanan kepada
muzakki, mekanisme administrasi, serta tantangan yang dihadapi oleh
lembaga dalam pelaksanaan kebijakan zakat sebagai instrumen pengurang
pajak.
c. Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Informan dari DJP memberikan sudut pandang kelembagaan terkait
penerapan zakat sebagai pengurang pajak. Wawancara bertujuan untuk
memahami aspek administratif pelaksanaan kebijakan, tingkat sosialisasi
kepada masyarakat, serta kendala yang muncul dalam integrasi antara DJP
dan lembaga amil zakat.
. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan
mengumpulkan serta menelaah dokumen tertulis, arsip, dan bahan pendukung
lain yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiono, 2013). Dalam penelitian
ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang
mendukung hasil wawancara, seperti Dokumen kebijakan resmi terkait zakat
dan perpajakan, seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan PP No. 60 Tahun
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2010. Teknik dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat temuan

wawancara, menyediakan konteks faktual, serta menjadi dasar pembanding

dalam analisis tematik terhadap persepsi muzakki.

H. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

mencakup berbagai
dimensi, seperti
tingkat pemahaman
mereka,

kepercayaan yang
terbangun, manfaat
yang dirasakan, dan
sejauh mana
mereka mematuhi

peraturan

Definisi
Variabel Indikator Instrumen
Operasional

Teori Persepsi | Persepsi pembayar | Pemahaman Bagaimana

Muzakki zakat dapat | Sejauh mana | pemahaman
dipahami  sebagai | muzakki Bapak/Ibu terkait
pandangan, mengetahui zakat yang dapat
pemahaman, dan |dasar  hukum, | dijadikan sebagai
penilaian subjektif | prosedur,  dan | pengurang pajak
yang mereka miliki | mekanisme penghasilan?
terhadap kebijakan | pelaksanaan
zakat sebagai | zakat  sebagai
instrumen pengurang pajak.
pengurang  pajak.
Penilaian ini
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perundang-
undangan dan
prinsip-prinsip
Syariah.
Pembentukan
persepsi ini tidak
terlepas dari
pengalaman pribadi
masing-masing
individu, informasi
yang diterima dari
berbagai  sumber,
dan keyakinan
agama mereka
(Robbins & Judge,
2017, Kotler &

Keller, 2016).

Kepercayaan
Tingkat
keyakinan
muzakki
terhadap
kredibilitas
lembaga  zakat
(LAZIS
UNISIA,
BAZNAS) dan

otoritas

(DJP).

pajak

Apakah
Bapak/Ibu
memiliki
kepercayaan
terhadap lembaga
zakat dan otoritas
pajak dalam
pengelolaan

pelaporan zakat?
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Manfaat
Sejauh mana
muzakki
merasakan
manfaat
ekonomi,

administratif,

dan spiritual dari

Manfaat apa yang
Bapak/Ibu peroleh
setelah
mengetahui
adanya kebijakan
zakat sebagai

pengurang pajak?

kebijakan ZPP.

Kepatuhan Menurut

terhadap hukum | Bapak/Ibu,

dan syariah apakah kebijakan
Sejauh mana | tersebut telah
muzakki menilai | sesuai dengan

kebijakan ini

ketentuan hukum

sesuai  dengan | maupun  prinsip
peraturan syariah?
pemerintah dan
prinsip Islam.
Teori Zakat Implementasi Zakat | Pelaksanaan Bagaimana
pengurang sebagai Pengurang | administratif pengalaman
Pajak Pajak Partisipasi Bapak/Ibu dalam
Sementara itu, | muzakki dalam | melakukan
implementasi zakat | proses pembayaran dan

sebagai mekanisme

pengurang  pajak
mengacu pada
kebijakan

pemerintah  yang

pembayaran dan
pelaporan zakat
melalui institusi

resmi.

pelaporan  zakat
melalui  lembaga
resmi?
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memungkinkan

wajib pajak Muslim
untuk mengurangi
penghasilan  kena
pajak mereka
sebesar jumlah

zakat telah

yang
mereka  bayarkan
melalui  lembaga
zakat resmi.
Kebijakan ini
dilaksanakan
berdasarkan
sejumlah peraturan,
antara lain Undang-
Undang Nomor 23
Tahun 2011,
Undang-Undang
Nomor 36 Tahun
2008, Peraturan
Pemerintah Nomor
60 Tahun 2010, dan

Peraturan Direktur

Jenderal Pajak
Nomor PER-
6/PJ/2011.

Sosialisasi
informasi

Penyediaan

dan

Apakah informasi
mengenai  zakat

sebagai pengurang
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informasi  oleh
BAZNAS/LAZI
S UNISIA serta
DJP  mengenai

mekanisme ZPP.

pajak telah
disampaikan
dengan jelas dan

mudah dipahami?

Kolaborasi

kelembagaan
Sinergi  antara
lembaga  zakat

dan DJP dalam

Bagaimana
pandangan
Bapak/Ibu

terhadap

koordinasi antara

mendukung LAZIS/BAZNAS
pelaksanaan dengan Direktorat
kebijakan. Jenderal Pajak?
Kendala dan | Apa saja
peluang hambatan atau
implementasi tantangan  yang
Tantangan Bapak/Ibu hadapi
administratif, dalam

teknis, dan sosial | memanfaatkan

yang dialami

muzakki dalam
penerapan
kebijakan

tersebut.

kebijakan ini?

I. Instrumen Penelitian yang digunakan

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam proses

pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen
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utama karena secara langsung menentukan fokus penelitian, memilih informan,
melakukan wawancara, serta menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh
(Sugiyono, 2013). Oleh sebab itu, instrumen utama dalam penelitian ini adalah
peneliti itu sendiri, yang didukung oleh panduan wawancara semi-terstruktur dan
dokumentasi. Panduan wawancara digunakan untuk menggali secara mendalam
persepsi muzakki terhadap pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan
kena pajak, sementara dokumentasi berfungsi untuk melengkapi data melalui
berbagai dokumen resmi, seperti peraturan, laporan lembaga zakat, serta

publikasi dari instansi terkait.

. Teknik Analisis Data
Teknik Analisis Data Analisis data merupakan proses sistematis yang
bertujuan untuk mengorganisasikan, menafsirkan, serta memahami makna data
yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Dalam studi ini, analisis data
dilaksanakan dengan menerapkan model analisis interaktif sebagaimana
dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013), yang melibatkan
empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan.
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga
kategori informan, yakni dosen yang menyalurkan zakat melalui lembaga
amil zakat resmi, perwakilan BAZNAS atau LAZIS yang memahami aspek
teknis pengelolaan zakat dan pengumpulan bukti setor zakat, serta perwakilan
dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Semua hasil wawancara direkam,
kemudian ditranskripsi dan diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian.
Selain itu, teknik dokumentasi diterapkan untuk memperkuat data dengan
menggunakan dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan,
laporan kebijakan, serta publikasi dari lembaga zakat.
2. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, serta

menghubungkan data mentah hasil wawancara yang relevan dengan fokus
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penelitian, yaitu persepsi muzakki terhadap penerapan zakat sebagai
pengurang penghasilan kena pajak. Data yang tidak relevan dihapus,
sementara data penting diorganisasikan sesuai dengan tema-tema seperti
pemahaman, kepercayaan, manfaat, serta kepatuhan terhadap hukum dan
syariah.

3. Penyajian Data
Penyajian data disusun dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan
hasil wawancara dan dokumentasi secara sistematis. Setiap temuan disajikan
berdasarkan tema-tema utama yang mencerminkan persepsi para informan.
Dengan penyajian yang terstruktur, data menjadi lebih mudah dipahami dan
dapat dimanfaatkan untuk penarikan kesimpulan penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data dianalisis dan
diverifikasi melalui proses triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan
hasil wawancara dari ketiga jenis informan guna memastikan validitas serta
konsistensi kesimpulan. Kesimpulan dirumuskan dalam bentuk deskriptif
yang menjawab rumusan masalah serta memberikan gambaran menyeluruh
mengenai persepsi muzakki terhadap implementasi zakat sebagai pengurang

pajak di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

K. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data merupakan aspek krusial untuk
menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipercaya serta mencerminkan
kenyataan secara objektif. Untuk mempertahankan keabsahan data, penelitian
ini menggunakan teknik triangulasi sumber, sebagaimana dijelaskan oleh
(Sugiyono, 2013), yaitu proses membandingkan dan mengkonfirmasi data
yang diperoleh dari berbagai sumber informasi dengan tujuan memperoleh
pemahaman yang utuh dan konsisten. Triangulasi sumber dalam penelitian ini
dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari tiga jenis informan,

yaitu:
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1. Muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, sebagai pihak
yang secara langsung mengalami proses pelaksanaan zakat sebagai
pengurang pajak.

2. Perwakilan BAZNAS atau LAZIS yang memiliki pemahaman
komprehensif mengenai aspek pengelolaan zakat, pelayanan kepada
muzakki, serta prosedur pengumpulan bukti setor zakat sebagai dokumen
pengurang pajaak.

3. Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai pihak yang
memahami kebijakan dan pelaksanaan administrasi zakat sebagai
pengurang penghasilan kena pajak.

Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan pernyataan antar
informan terkait isu yang sama, seperti pemahaman terhadap dasar hukum
Pengurang Pajak, kejelasan prosedur pelaporan, persepsi mengenai
transparansi lembaga zakat, serta manfaat dan kendala dalam penerapan
kebijakan tersebut. Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti
melakukan klarifikasi dan konfirmasi tambahan agar diperoleh data yang valid
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain triangulasi sumber, peneliti juga menerapkan triangulasi teknik,
yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi data
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan laporan resmi lembaga
zakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada pendapat
responden semata, melainkan juga didukung oleh bukti empiris dan dokumen
yang sah.

Melalui langkah ini, keabsahan data penelitian diharapkan dapat
terjamin, sehingga hasil analisis benar-benar mencerminkan persepsi nyata
para muzakki dan pihak terkait mengenai implementasi zakat sebagai
pengurang penghasilan kena pajak di lingkungan Universitas Islam Indonesia

(UII).
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BAB IV
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Subjek dan Objek Penelitian
1. Gambaran umum Universitas Islam Indonesia

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Indonesia (UII) yang
berlokasi di Yogyakarta. UIl merupakan salah satu perguruan tinggi Islam
tertua di Indonesia, didirikan pada tanggal 8 Juli 1945, serta dikenal sebagai
institusi pendidikan tinggi yang mengutamakan nilai-nilai keislaman dan
integrasi antara ilmu, iman, serta amal. Sebagai sebuah institusi pendidikan
yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, UII tidak hanya berfungsi dalam
menghasilkan generasi sarjana dan profesional Muslim, melainkan juga
menjadi wadah pengembangan praktik keagamaan, termasuk dalam
pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara terstruktur dan
profesional.

Bukti komitmen UII terhadap pengelolaan zakat tersebut tercermin
dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS YBW
UNISIA), yang berperan sebagai lembaga resmi dalam menghimpun dan
menyalurkan zakat dari sivitas akademika, meliputi dosen, karyawan, dan
mahasiswa. Lembaga ini telah memperoleh Surat Keputusan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia Nomor 347 Tahun 2020 sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ)
tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga pengelolaan zakat
dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan syariah serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui LAZIS YBW UNISIA,
zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah sosial, melainkan juga sebagai
instrumen ekonomi yang berkontribusi dalam mendukung pemerataan
kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, UIl menjadi lingkungan yang representatif untuk diteliti
karena sebagian sivitas akademikanya, khususnya dosen dan karyawan,

merupakan muzakki potensial dengan tingkat literasi keagamaan dan
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kesadaran sosial yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan mereka kelompok
yang representatif untuk mengevaluasi persepsi terhadap kebijakan zakat
sebagai pengurang pajak. Dalam konteks kebijakan fiskal nasional, sinergi
antara kewajiban zakat dan pajak masih menghadapi tantangan dalam
pelaksanaannya, seperti rendahnya pemahaman administratif dan kurangnya
sosialisasi kebijakan. Oleh karena itu, persepsi para muzakki di lingkungan
akademik seperti UII sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan
ini diterima, dipahami, dan ditanggapi oleh masyarakat Muslim yang
memiliki pendidikan tinggi.

Selain memiliki infrastruktur kelembagaan zakat yang mapan, UII juga
telah mengembangkan berbagai inisiatif edukatif melalui sosialisasi zakat dan
program digitalisasi pembayaran zakat dengan menggunakan sistem digital
LAZIS YBW UNISIA. Upaya tersebut merupakan bagian dari transformasi
lembaga zakat ke arah digitalisasi di era modern, yang turut mendukung
kemudahan dalam administrasi dan pelaporan zakat, termasuk terkait
kontribusi terhadap pengurangan pajak. Dengan demikian, penelitian yang
dilaksanakan di lingkungan UII diharapkan dapat memberikan gambaran
empiris yang mendalam dan kontekstual mengenai persepsi muzakki
terhadap pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak, sekaligus mengungkap
sejauh mana sinergi antara aspek keagamaan, administratif, dan kebijakan
publik telah berjalan secara efektif.

. Gambaran Umum Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga narasumber yang dipilih
secara purposive berdasarkan keterlibatan serta pengetahuan mereka
mengenai pelaksanaan zakat dan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.
Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh perspektif yang
komprehensif dari berbagai sudut pandang, yakni sebagai muzakki,
akademisi, maupun pelaksana kebijakan pajak. Ketiga informan tersebut
berasal dari lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) dan instansi

perpajakan, yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti.
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Informan pertama adalah muzakki. Diantaranya, dosen Fakultas Ilmu
Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UIl) yang secara aktif
melaksanakan kewajiban zakat melalui LAZIS UNISIA dan memiliki
pengalaman langsung dalam pemanfaatan bukti setoran zakat sebagai dasar
pengurangan pajak. Informan kedua merupakan dosen di bidang perpajakan
dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) UII, yang memberikan pandangan
akademis serta teknis terkait integrasi antara zakat dan pajak dalam sistem
fiskal nasional, termasuk analisis mengenai efektivitas dan tantangan
pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Informan ketiga berasal dari LAZIS UNISIA sebagai lembaga amil
zakat resmi yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengumpulan,
pendistribusian, serta penerbitan bukti setoran zakat yang digunakan oleh
muzakki untuk pelaporan pajak. Informan ini memberikan gambaran
kelembagaan terkait prosedur administratif lembaga, mekanisme penyediaan
bukti sah zakat, tingkat sosialisasi mengenai Zakat Pengurang Pajak (ZPP),
serta perspektif lembaga terhadap kerja sama dengan otoritas pajak.
Pandangan dari LAZIS UNISIA ini melengkapi pemahaman mengenai
implementasi kebijakan ZPP pada tingkat operasional serta sejauh mana
dukungan kelembagaan diberikan.

Informan empat berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki pengalaman dalam pengawasan
dan pelaksanaan kebijakan perpajakan di lapangan. Narasumber ini
menyampaikan informasi mengenai pandangan DJP terhadap kebijakan zakat
sebagai pengurang pajak, tantangan administratif yang dihadapi, serta
bagaimana persepsi wajib pajak muslim memengaruhi tingkat partisipasi
mereka dalam memanfaatkan fasilitas fiskal tersebut. Pandangan dari pihak
DJP sangat penting untuk melengkapi analisis karena mewakili aspek
pelaksana kebijakan publik.

Ketiga informan tersebut dipilih guna membangun pemahaman
triangulasi terhadap fenomena yang dikaji. Dengan melibatkan muzakki,

akademisi perpajakan, dan perwakilan otoritas pajak, penelitian ini
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diharapkan dapat menggali persepsi yang lebih komprehensif serta objektif
mengenai pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena
pajak, baik dari segi kesadaran hukum, kepercayaan kelembagaan, maupun

pemahaman terhadap mekanisme administrasi yang berlaku.

B. Analisis Persepsi Muzakki Terhadap Implementasi Zakat Sebagai
Pengurang Pajak Penghasilan
Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana
muzakki (pembayar zakat) memaknai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak
dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Untuk memperoleh gambaran
yang komprehensif, analisis dilakukan menggunakan empat indikator persepsi
pemahaman, kepercayaan, manfaat, dan kepatuhan, mengacu pada teori persepsi
yang menyatakan bahwa penilaian seseorang terhadap suatu kebijakan dibentuk
oleh pengalaman, tingkat pengetahuan, keyakinan pribadi, dan nilai-nilai.
Penelitian ini juga mengkaji aspek-aspek implementasi kebijakan melalui
indikator pelaksanaan administratif, penyebaran informasi atau sosialisasi,
bentuk kerja sama antarlembaga, serta berbagai hambatan dan peluang yang
muncul di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga
kelompok informan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan
pengurangan pajak zakat: muzakki (pembayar zakat), pengelola lembaga zakat
(LAZIS YBW UNISIA), dan perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Melalui wawancara ini, peneliti berusaha untuk menangkap bagaimana
kebijakan ini dipersepsikan dan diimplementasikan secara praktis oleh pihak-
pihak yang terlibat.
1. Pemahaman terhadap Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak
Indikator pemahaman dalam teori persepsi berkaitan dengan cara
individu menerima, menginterpretasikan, dan mengevaluasi suatu informasi
berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta konteks sosial yang dimilikinya.
Dalam konteks penelitian ini, indikator pemahaman merujuk pada sejauh
mana muzakki mengerti kebijakan zakat sebagai pengurang pajak

penghasilan, mencakup penguasaan terhadap regulasi, prosedur pelaporan,



37

mekanisme administrasi, serta peran lembaga terkait. Pemahaman yang
memadai akan berkontribusi pada terbentuknya persepsi positif muzakki
terhadap kebijakan zakat pengurang pajak serta tingkat pemanfaatannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan muzakki, LAZIS UNISIA, dan
perwakilan DJP, diperoleh beberapa subindikator pemahaman.

Temuan lapangan mengindikasikan adanya perbedaan tingkat
pemahaman di antara kedua muzakki mengenai ketentuan zakat sebagai
pengurang pajak. Muzakki pertama, Ibu Afifah, menunjukkan pemahaman
yang relatif baik terkait zakat pengurang pajak, meskipun belum sepenuhnya
mendalam mengenai dasar hukum dan perhitungan formal. Ia
mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui zakat dapat mengurangi jumlah
pajak yang harus dibayarkan, namun informasi tersebut sebagian besar
diperoleh dari pengalaman pribadi dan arahan lingkungan kerja.

“Saya tahu zakat bisa mengurangi pajak, tapi jujur saja, saya kurang
mengikuti detail aturannya. Biasanya belajar dari pengalaman sendiri dan
bertanya kepada teman”.

Sementara itu, muzakki kedua, Ibu Chiva, memperlihatkan tingkat
pemahaman yang lebih terbatas. la mengakui bahwa belum sepenuhnya
memahami dasar regulasi maupun tata cara pelaporan zakat sebagai
pengurang pajak, dan selama ini hanya mengikuti prosedur yang dijelaskan
oleh lembaga tanpa pemahaman mendalam terhadap aturan formalnya.

“Selama ini saya mengikuti saja alurnya. Untuk aturan secara rinci
saya belum terlalu paham, yang penting ada bukti zakatnya nanti bisa dipakai
laporan pajak”.

Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman muzakki
cenderung bersifat praktis dan tidak berbasis pada regulasi formal. Informasi
yang dimiliki bersumber dari pengalaman pribadi, penjelasan rekan atau
penjelasan singkat dari lembaga zakat, bukan dari sosialisasi resmi DJP
maupun lembaga zakat.

Berbeda dengan muzakki, pihak LAZIS UNISIA menunjukkan

pemahaman yang lebih struktural mengenai dasar hukum zakat pengurang
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pajak. Bapak Fuad sebagai perwakilan LAZIS UNISIA memahami bahwa
zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, namun juga mengakui bahwa
sosialisasi dari DJP terkait zakat pengurang pajak kepada lembaga amil zakat
selama ini belum berlangsung secara rutin dan intensif. Oleh karena itu,
pemahaman LAZIS UNISIA berkembang secara mandiri melalui studi
regulasi, pengalaman, serta diskusi internal.

“Zakat memang bisa dijadikan pengurang pajak, itu kami ketahui.
Namun untuk sosialisasi resmi dari DJP saya rasa belum ada yang khusus.
Kami biasanya mempelajari sendiri melalui regulasi dan pengalaman”.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun LAZIS UNISIA memahami
ketentuan umum zakat sebagai pengurang pajak, keterbatasan pelatihan dan
sosialisasi langsung dari otoritas pajak menyebabkan beberapa aspek teknis,
seperti standar bukti setor maupun sistem integrasi, masih berpotensi
menimbulkan ketidaksinkronan.

Perwakilan DJP, Bapak Dicky, menyampaikan perspektif penting
terkait tingkat pemahaman muzakki. Ia menjelaskan bahwa banyak wajib
pajak Muslim mengetahui bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak,
namun pemahaman teknisnya masih sering kurang memadai. DJP menilai
bahwa sosialisasi yang ada belum merata dan masih sangat bergantung pada
inisiatif wajib pajak maupun lembaga zakat.

“Sebetulnya banyak yang mengetahui zakat bisa mengurangi pajak,
namun untuk teknis seperti syarat formal, jenis zakat yang diperbolehkan,
serta tata cara input di e-filing, masih banyak yang belum mengerti”.

DJP juga menegaskan bahwa regulasi sebenarnya sudah jelas, namun
jangkauan masyarakat kerap kali belum mencakup seluruh wajib pajak,
terutama jika tidak terdapat kolaborasi aktif dengan lembaga zakat.

Triangulasi menunjukkan konsistensi temuan Muzakki memahami
konsep dasar zakat pengurang pajak, namun pemahamannya masih terbatas
pada aspek praktik dan belum berlandaskan norma hukum secara formal.
Sedangkan LAZIS UNISIA memiliki pemahaman regulasi yang lebih baik,

kendati mengakui minimnya sosialisasi resmi dari DJP. DJP menegaskan
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bahwa tingkat literasi wajib pajak masih relatif rendah, terutama terkait syarat
formal dan aspek teknis pelaporan. Para narasumber memberikan jawaban
yang saling melengkapi. muzakki menyoroti keterbatasan informasi, LAZIS
UNISIA menekankan kurangnya lembaga sosialisasi, serta DJP mengamati
rendahnya literasi wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman
muzakki dipengaruhi oleh pola komunikasi kebijakan yang belum optimal.
. Kepercayaan terhadap Lembaga Zakat dan Otoritas Pajak
Indikator kepercayaan terkait dengan sejauh mana muzakki menaruh
keyakinan terhadap integritas, transparansi, profesionalisme, dan
akuntabilitas lembaga amil zakat maupun otoritas pajak dalam pengelolaan
zakat yang digunakan sebagai pengurang pajak. Kepercayaan merupakan
elemen krusial dalam pembentukan persepsi, karena penerimaan terhadap
kebijakan zakat pengurang pajak sangat dipengaruhi oleh rasa aman serta
keyakinan bahwa lembaga pengelola zakat menjalankan tugas secara benar
dan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan muzakki, LAZIS
UNISIA, dan DJP, ditemukan bahwa kepercayaan dipengaruhi oleh beberapa
aspek, antara lain transparansi pengelolaan zakat, kredibilitas lembaga, izin
bukti setor zakat, serta kualitas kerja sama antara LAZIS UNISIA dan DJP.
Kepercayaan Muzakki menunjukkan tingkat kepercayaan yang relatif
tinggi terhadap LAZIS. Kepercayaan tersebut terutama muncul karena
lembaga tersebut dianggap profesional, memberikan pelayanan yang jelas,
serta menyediakan bukti setor zakat yang dapat digunakan dalam pelaporan
pajak. Ibu Afifah menyampaikan keyakinannya bahwa zakat yang dibayarkan
melalui LAZIS dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Ia merasa
bahwa bukti setor yang diberikan selalu diterima dalam pelaporan pajak.
“Selama ini saya percaya dengan LAZIS. Bukti setor zakatnya juga
selalu bisa dipakai saat laporan pajak, jadi saya merasa aman saja”.
Pendapat serupa dilontarkan oleh Ibu Chiva yang menilai pelayanan
yang diberikan jelas dan dapat dipercaya, sehingga ia tidak merasa ragu dalam

menyalurkan zakat melalui LAZIS.
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“Saya percaya, karena selama ini mereka jelas dalam memberi bukti
setor. Tidak pernah ada masalah waktu dipakai laporan pajak”.

Kedua muzakki tersebut tidak menunjukkan keraguan terhadap
integritas lembaga zakat, yang menunjukkan bahwa kepercayaan mereka
lebih banyak terbentuk oleh pengalaman positif selama proses pembayaran
zakat dan penggunaan dokumen sebagai pengurang pajak.

Kepercayaan LAZIS UNISIA melalui Pak Fuad menjelaskan bahwa
lembaga berupaya menjaga kepercayaan muzakki dengan menerapkan
transparansi dalam proses pengumpulan dan pelaporan zakat. Namun, ia juga
mengakui bahwa komunikasi dan kolaborasi resmi dengan DJP belum terjalin
secara terstruktur.

“Selama ini kami berusaha transparan, tapi untuk kerja sama resmi
dengan DJP belum ada yang khusus. Kalau soal bukti setor, kami usahakan
sejelas mungkin supaya bisa dipakai wajib pajak”.

Ketiadaan kerja sama formal dan sistem integrasi menyebabkan
lembaga harus mengandalkan mekanisme manual, seperti penerbitan bukti
setor yang disesuaikan dengan standar umum DJP. Hal ini memperlihatkan
bahwa kepercayaan lembaga pada sistem perpajakan berjalan dengan baik,
namun tetap bergantung pada interpretasi internal terhadap aturan.

Kepercayaan DJP, Mas Dicky, menyampaikan bahwa lembaganya
menerima bukti setor zakat dari lembaga resmi, termasuk LAZIS, selama
dokumen tersebut memenuhi syarat formal. DJP memandang bahwa lembaga
zakat secara umum telah menjalankan prosedur dengan baik, meskipun
terdapat variasi dalam bentuk bukti keterterimaan.

“Bukti setor dari lembaga resmi biasanya kami terima, selama
memenuhi syarat formal. Memang bentuknya kadang-kadang berbeda-beda
antara lembaga, tapi selama sesuai aturan, ya tidak masalah”.

Ia juga menegaskan bahwa DJP percaya lembaga zakat memiliki peran
penting dalam mendukung implementasi zakat pengurang pajak, meskipun
belum terdapat sistem integrasi yang memudahkan verifikasi bukti secara

otomatis.
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Triangulasi terhadap aspek kepercayaan mengindikasikan pola yang
konsisten. Muzakki mempercayai lembaga zakat karena pengalaman mereka
positif, bukti setor selalu diterima, dan pelayanan LAZIS dianggap
memuaskan. LAZIS UNISIA berupaya mempertahankan kepercayaan
muzakki melalui transparansi dan penerbitan bukti setor yang sesuai dengan
standar DJP, namun merasa belum terdapat kerja sama formal yang dapat
memperkuat kredibilitas teknis. DJP menunjukkan kepercayaannya kepada
lembaga zakat selama dokumen memenuhi persyaratan formal, namun juga
menyadari adanya keterbatasan format dan belum terintegrasinya sistem.
Dengan demikian, kepercayaan muzakki didasarkan pada pengalaman
langsung, sementara kepercayaan DJP berakar pada aspek dokumen formal.
Sedangkan kepercayaan LAZIS UNISIA bersifat dua arah, yakni menjaga
kepercayaan muzakki sekaligus mengharapkan terciptanya sinergi yang lebih
kokoh dengan DJP.

3. Manfaat yang Dirasakan Muzakki

Indikator manfaat difokuskan pada cara pandang muzakki, lembaga amil
zakat, serta otoritas pajak terhadap dampak positif kebijakan zakat sebagai
pengurang pajak. Dalam teori persepsi, manfaat merupakan salah satu unsur
pembentuk persepsi positif karena individu cenderung menerima suatu
kebijakan apabila mereka merasakan nilai tambah, baik secara finansial,
administratif, spiritual, maupun sosial. Hasil penelitian lapangan menunjukkan
bahwa manfaat zakat pengurang pajak dirasakan pada berbagai tingkatan oleh
muzakki dan LAZIS UNISIA, sementara Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
menilai bahwa zakat pengurang pajak berfungsi sebagai instrumen yang
mendorong terpenuhinya kewajiban wajib pajak.

Berdasarkan wawancara dengan dua muzakki, manfaat utama yang
dirasakan berkaitan dengan pengurangan beban pajak, kemudahan
administrasi, serta kepuasan spiritual karena zakat dianggap sebagai bagian
yang diakui oleh negara dalam sistem perpajakan. Ibu Afifah menyatakan
bahwa kebijakan zakat pengurang pajak mengurangi beban pajak tahunannya,

sehingga berdampak langsung pada kondisi finansialnya. Ia mengakui bahwa
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manfaat ini menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih menunaikan zakat
melalui lembaga resmi.

“Yang saya rasakan adalah pajaknya menjadi lebih ringan. Jadi selain
sebagai ibadah, terdapat manfaat secara finansial juga”.

Sementara itu, Ibu Chiva lebih menitikberatkan pada manfaat
administratif. Menurutnya, kebijakan zakat pengurang pajak mempermudah
proses pelaporan karena bukti zakat dapat langsung digunakan sebagai
pengurang pajak tanpa prosedur yang kompleks.

“Menurut saya, manfaatnya lebih pada aspek administrasi; tinggal
memasukkan bukti zakat, sehingga tidak merepotkan. Pajak juga menjadi lebih
kecil”.

Kedua muzakki tersebut juga mengungkapkan bahwa zakat pengurang
pajak memberikan rasa nyaman dan ketenangan karena zakat yang mereka
keluarkan tidak hanya memenuhi kewajiban agama, namun juga memberikan
manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif lembaga zakat, LAZIS UNISIA menyatakan bahwa
kebijakan zakat pengurang pajak memberikan dampak positif terhadap minat
muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga resmi, terutama karena bukti
setor zakat yang diberikan dapat digunakan untuk pelaporan pajak. Bapak Fuad
menyampaikan bahwa keberadaan zakat pengurang pajak memberikan citra
positif bagi lembaga, sebab zakat menjadi terintegrasi dengan sistem fiskal
negara. la menambahkan bahwa beberapa muzakki secara eksplisit memilih
membayar zakat di LAZIS karena mereka menilai bukti setor lembaga tersebut
lebih kredibel.

“Ada yang memilih membayar zakat di LAZIS karena membutuhkan
bukti setor untuk pajak. Jadi dari sisi lembaga, kebijakan ini cukup membantu
meningkatkan kepercayaan dan minat muzakki”.

Lembaga tersebut juga memandang zakat pengurang pajak sebagai
peluang untuk memperkuat peran zakat tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga
sebagai instrumen sosial, karena semakin banyak zakat yang terkumpul,

semakin besar pula manfaat yang dapat disalurkan kepada mustahiq.
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Dari sudut pandang DJP, kebijakan zakat pengurang pajak mendorong
terpenuhinya kepatuhan wajib pajak Muslim, karena zakat yang mereka
keluarkan memberikan dampak langsung terhadap beban pajak tahunan. DJP
menilai bahwa manfaat utama kebijakan ini adalah meningkatnya partisipasi
wajib pajak dalam pelaporan zakat secara benar dan transparan. Mas Dicky
menjelaskan bahwa zakat pengurang pajak secara tidak langsung
meningkatkan kepatuhan administratif wajib pajak, karena mereka terdorong
untuk melaporkan zakat dengan bukti yang lengkap.

“Zakat pengurang pajak membantu meningkatkan kepatuhan. Karena
apabila mereka ingin menggunakan zakat sebagai pengurang pajak, otomatis
bukti zakat harus sah dan lengkap”.

DJP menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi
muzakki, tetapi juga bagi pemerintah, karena dapat meningkatkan kualitas data
zakat dan mengurangi potensi pelaporan pajak yang tidak akurat.

Triangulasi data menunjukkan bahwa manfaat zakat pengurang pajak
dirasakan oleh seluruh narasumber, meskipun dalam bentuk yang berbeda-
beda. Muzakki merasakan manfaat dari sisi finansial, administratif, dan
spiritual. Lembaga zakat mengalami peningkatan minat muzakki serta
penguatan citra lembaga. DJP memperoleh manfaat berupa peningkatan
kepatuhan wajib pajak serta akurasi pelaporan. Pernyataan dari ketiga sumber
tersebut saling menguatkan bahwa kebijakan zakat pengurang pajak
memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. Dengan demikian, manfaat
zakat pengurang pajak tidak hanya bersifat individual tetapi juga institusional.
. Kepatuhan terhadap Hukum dan Prinsip Syariah

Indikator tersebut mengacu pada sejauh mana muzakki dan lembaga
terkait melaksanakan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak sesuai dengan
syariat Islam serta peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam kerangka teori
persepsi, hal ini berkaitan dengan preferensi tindakan individu atau lembaga
terhadap aturan yang telah diinternalisasi melalui pengetahuan, norma agama,
dan kepercayaan terhadap otoritas. Dalam konteks kebijakan zakat sebagai

pengurang pajak, kepatuhan diartikan sebagai pemahaman dan kepatuhan
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terhadap peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur syarat sahnya zakat sebagai
pengurang Penghasilan Kena Pajak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat pemenuhan kewajiban oleh muzakki, LAZIS UNISIA, dan DJP berada
pada tahap yang berbeda, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, kesadaran
administratif, dan mekanisme kelembagaan.

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa muzakki telah berupaya
memenuhi kewajiban zakat dan pajak, namun kepatuhan tersebut lebih bersifat
praktis daripada formal. Ibu Afifah menyatakan bahwa ia secara konsisten
membayar zakat melalui lembaga resmi untuk memastikan keabsahan zakat
secara syariah dan agar zakat tersebut dapat diterima sebagai pengurang pajak.
Ia mengikuti prosedur pelaporan sesuai arahan DJP dan pengalaman tahunan
menggunakan e-filing.

“Saya hanya mengikuti aturan yang ada. Yang penting zakat saya
dibayarkan melalui lembaga resmi dan terdapat bukti sebagai jaminan
keamanan untuk keperluan pajak”.

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Chiva. Ia membayar zakat secara rutin
dan melaporkannya dalam SPT, meskipun mengakui belum memahami aturan
secara mendalam. Namun, ia tetap mengikuti prosedur sebagaimana dijelaskan
oleh lembaga zakat dan sistem pelaporan pajak.

“Saya selalu melampirkan bukti zakat saat melaporkan SPT. Meskipun
belum menguasai aturan secara rinci, saya memastikan seluruh dokumen
lengkap”.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan muzakki bersifat
kepatuhan berdasarkan instruksi berusaha mematuhi aturan meskipun tidak
sepenuhnya memahami semua dasar hukumnya.

LAZIS UNISIA menyatakan bahwa mereka berupaya memastikan
seluruh proses pengumpulan dan penyaluran zakat berjalan sesuai ketentuan
syariah serta peraturan perundang-undangan. Pak Fuad menjelaskan bahwa

meskipun belum terdapat SOP khusus zakat sebagai pengurang pajak dari DJP,
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LAZIS tetap melaksanakan standar prosedur yang selaras dengan aturan
nasional. Bukti setor disusun dengan cermat agar sah dipergunakan oleh wajib
pajak.

“Kami memastikan seluruh proses berlangsung sesuai syariah dan
peraturan yang berlaku. Bukti setor pun kami buat secara transparan agar
dapat digunakan untuk pelaporan pajak”.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak
belum optimal karena belum adanya panduan teknis formal dari pemerintah
kepada LAZIS terkait integrasi pencatatan zakat dengan sistem DJP.Temuan
ini menunjukkan bahwa LAZIS telah berupaya mematuhi, namun kepatuhan
tersebut masih bersifat inisiatif internal dan belum didasarkan pada panduan
resmi.

Dari perspektif DJP, kepatuhan diartikan sebagai ketaatan terhadap
ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan Peraturan Menteri
Keuangan. DJP memastikan bahwa zakat dapat diterima sebagai pengurang
pajak selama wajib pajak memenuhi persyaratan administratif, khususnya
terkait jenis zakat, lembaga resmi, dan keabsahan bukti setor. Mas Dicky
menyampaikan bahwa DJP telah menjalankan kewenangannya berdasarkan
peraturan yang ada, dan wajib pajak dianggap patuh apabila syarat
administratif terpenuhi.

“Selama bukti setor zakat berasal dari lembaga resmi dan informasinya
lengkap, pasti dapat diterima. Kami hanya menjalankan aturan yang sudah
ditetapkan”.

Ia juga menegaskan bahwa edukasi dan sosialisasi kewajiban tidak hanya
menjadi tanggung jawab DJP, melainkan juga memerlukan peran serta
lembaga zakat agar tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat.

Triangulasi data mengungkapkan beberapa pola. Muzakki berupaya
mematuhi aturan, namun berdasarkan pemahaman yang terbatas lebih
mengikuti prosedur daripada memahami dasar regulasinya secara menyeluruh.
LAZIS telah mematuhi standar syariah dan administratif, tetapi terhambat oleh

belum adanya standar teknis resmi dari DJP. DJP memandang bahwa mereka
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telah mematuhi ketentuan formal, namun menyadari kepatuhan muzakki perlu
ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi. Secara keseluruhan, ketiga
informan menunjukkan tingkat pemenuhan yang konsisten, meskipun dari
perspektif dan level yang berbeda. Kepatuhan muzakki bersifat praktis,
pemenuhan oleh LAZIS bersifat kelembagaan, sementara kepatuhan DIJP
bersifat regulatif.

Berdasarkan hasil temuan pada empat indikator persepsi muzakki yaitu
pemahaman, kepercayaan, manfaat, dan kesesuaian dapat disimpulkan bahwa
persepsi muzakki di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) terhadap
kebijakan zakat sebagai pengurang pajak menunjukkan kecenderungan yang
positif, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan
guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Temuan penelitian
mengindikasikan bahwa pengetahuan muzakki mengenai kebijakan ini mulai
terbentuk, walaupun belum merata, tingkat kepercayaan terhadap lembaga
zakat dan otoritas pajak tergolong baik, manfaat kebijakan dirasakan pada
aspek spiritual maupun administratif, serta ketentuan syariah dan regulasi
hukum dipandang telah sesuai, meskipun sosialisasi formal masih kurang
memadai.

Pada indikator pemahaman, ditemukan bahwa sebagian besar muzakki
mengetahui bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak, namun
informasi tersebut kebanyakan diperoleh secara mandiri melalui pengalaman
maupun diskusi informal, bukan melalui sosialisasi resmi dari lembaga zakat
maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kondisi ini sejalan dengan temuan
Khotimah et al., (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat literasi
zakat-perpajakan disebabkan oleh minimnya pendidikan formal dari lembaga
terkait. Meskipun demikian, muzakki telah memahami langkah-langkah dasar
pelaporan bukti setoran zakat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT),
yang mengindikasikan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang pajak dapat
berjalan walaupun secara pemahaman belum sepenuhnya mendalam.

Pada aspek kepercayaan, hasil wawancara menunjukkan bahwa muzakki

menilai lembaga zakat seperti LAZIS UNISIA telah mengelola zakat secara
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profesional dan akuntabel. Kepercayaan ini diperkuat oleh konsistensi lembaga
dalam memberikan bukti setoran yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Kepercayaan tersebut sejalan dengan penelitian Mardayanti dan Kumala,
(2021) serta Siswantoro et al., (2022) yang menegaskan bahwa transparansi
dan kualitas pelayanan lembaga zakat sangat menentukan tingkat kepercayaan
muzakki. Selain itu, muzakki juga menaruh kepercayaan pada DJP sebagai
institusi pengatur kebijakan penerapan zakat sebagai pengurang pajak,
meskipun sebagian dari mereka menyatakan bahwa proses pelaporan masih
terasa teknis dan memerlukan ketelitian lebih.

Pada indikator manfaat, muzakki merasakan bahwa kebijakan zakat
sebagai pengurang pajak memberikan manfaat yang konkret, baik secara
administratif maupun spiritual. Secara administratif, zakat sebagai pengurang
pajak dianggap membantu mengurangi beban pajak tahunan dan
mempermudah pengisian SPT selama bukti setoran tersedia. Secara spiritual,
muzakki merasakan ketenangan dan kepuasan dalam beribadah karena zakat
yang dikeluarkan melalui lembaga resmi sekaligus memiliki fungsi fiskal bagi
negara. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahayu et al., (2022) yang
mengungkapkan bahwa manfaat spiritual dan kepuasan ibadah menjadi faktor
utama yang mendorong partisipasi muzakki dalam memanfaatkan zakat
sebagai pengurang pajak.

Terakhir, pada indikator kesesuaian, muzakki berpendapat bahwa
kebijakan zakat pengurang pajak telah sejalan dengan prinsip syariah dan
harmonis dengan ketentuan hukum nasional, seperti UU No. 23 Tahun 2011
dan UU No. 36 Tahun 2008. Kedua undang-undang tersebut menyatakan
bahwa zakat pengurang pajak mendorong umat Islam untuk menjalankan
kewajiban zakat sekaligus memenuhi kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan
adanya keselarasan antara regulasi agama dan sistem fiskal nasional. Temuan
ini diperkuat oleh penelitian Ahmad et al., (2024) yang menyatakan bahwa
zakat pengurang pajak merupakan instrumen yang mampu meningkatkan
pemenuhan ganda (zakat dan pajak) apabila didukung dengan pemahaman

yang memadai.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi muzakki terhadap
kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara umum telah selaras dengan
teori persepsi yang menyatakan bahwa persepsi terbentuk melalui
pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, manfaat yang dirasakan, serta nilai
yang dianut. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian
dengan penelitian terdahulu dan teori yang relevan. Namun, agar persepsi
positif tersebut dapat berkembang menjadi partisipasi yang lebih optimal,
diperlukan strategi dari lembaga zakat dan DJP dalam meningkatkan edukasi,

transparansi, serta pendampingan teknis kepada muzakki.

C. Implementasi zakat sebagai instrumen pengurang pajak

Implementasi zakat sebagai pengurang pajak (ZPP) di lingkungan
Universitas Islam Indonesia (UIl) memperlihatkan dinamika yang kompleks,
melibatkan berbagai pihak seperti muzakki, lembaga amil zakat, dan otoritas
pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua muzakki, perwakilan LAZIS
UNISIA, serta perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ditemukan bahwa
pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak telah berlangsung, namun belum
mencapai tingkat optimal. Empat indikator utama dijelaskan guna memahami
pelaksanaan kebijakan ini, yaitu pelaksanaan administratif, sosialisasi dan

informasi, kolaborasi kelembagaan, serta kendala dan peluang.

1. Pelaksanaan Administratif

Proses administratif merupakan aspek krusial dalam implementasi
zakat pengurang pajak karena menjadi dasar keabsahan pelaporan zakat
sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hasil wawancara
mengindikasikan bahwa kedua muzakki telah melakukan pembayaran zakat
melalui lembaga resmi, khususnya LAZIS UNISIA. Akan tetapi, pengalaman
administratif mereka menunjukkan variasi. Salah satu muzakki
mengungkapkan bahwa proses pembayaran zakat relatif mudah dan bukti
setoran dapat langsung digunakan dalam pengisian Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT), sementara muzakki lainnya merasa masih memerlukan

pemahaman lebih mengenai teknis pelaporan.
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Pihak LAZIS UNISIA menjelaskan bahwa lembaga telah menyediakan
bukti setoran zakat beserta sistem pencatatan yang sesuai dengan ketentuan
BAZNAS. Namun demikian, integrasi sistem antara lembaga zakat dan DJP
belum sepenuhnya berjalan. Bukti zakat masih harus diunggah secara manual
oleh muzakki melalui platform DJP Online. Hal ini diperkuat dengan
pernyataan dari DJP yang menegaskan bahwa hingga saat ini sistem DJP
belum terhubung langsung dengan sistem lembaga zakat. Dengan demikian,
pemanfaatan zakat pengurang pajak sangat bergantung pada kesadaran
muzakki dalam menyimpan dan mengunggah sendiri bukti setoran zakat.

Secara keseluruhan, proses administratif telah berjalan, namun belum
efisien dan belum terintegrasi secara digital. Temuan ini konsisten dengan
pernyataan Febriyanti, (2021), yang menyebutkan bahwa kerumitan
administratif menjadi salah satu kendala utama dalam pemanfaatan zakat
pengurang pajak.

2. Sosialisasi dan Informasi

Sosialisasi mengenai kebijakan zakat pengurang pajak masih sangat
terbatas. Kedua muzakki menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka
belum menerima sosialisasi khusus dari LAZIS UNISIA, BAZNAS,
maupun DJP terkait mekanisme zakat pengurang pajak. Informasi yang
diperoleh lebih banyak bersumber dari pengalaman pribadi, interaksi
dengan rekan kerja, atau pembacaan informasi umum di internet.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan LAZIS UNISIA yang mengakui
bahwa lembaga tersebut belum memiliki program sosialisasi rutin yang
secara khusus membahas zakat sebagai pengurang pajak. Materi sosialisasi
lembaga lebih banyak menitikberatkan pada zakat secara umum, tanpa
mengupas aspek teknis perpajakan. Dari perspektif DJP, sosialisasi terkait
zakat pengurang pajak juga belum menjadi kegiatan yang berdiri sendiri.
kebijakan tersebut hanya disampaikan secara singkat dalam sosialisasi SPT
tahunan.

Triangulasi data dari pihak ketiga menampilkan gambaran yang jelas:

kebijakan dan fasilitas memang tersedia, tetapi informasi belum
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tersampaikan secara merata. Rendahnya tingkat sosialisasi ini sejalan
dengan temuan Khotimah et al., (2022), yang menyatakan bahwa rendahnya
pemanfaatan zakat pengurang pajak disebabkan oleh kurangnya
pemahaman formal yang memadai di kalangan muzakki.

. Kolaborasi Kelembagaan

Kolaborasi antara lembaga zakat dan otoritas pajak merupakan
elemen penting dalam efektivitas pelaksanaan zakat pengurang pajak.
Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut belum
berjalan secara optimal. LAZIS UNISIA menyatakan bahwa hingga saat ini
belum terdapat Memorandum of Understanding (MoU) atau program kerja
sama formal antara LAZIS dan DJP mengenai pelaksanaan zakat pengurang
pajak. Kerja sama yang berlangsung lebih bersifat informal, terutama terkait
standardisasi bukti setoran zakat.

DJP juga mengonfirmasi hal serupa. Hingga kini, DJP belum memiliki
mekanisme yang memungkinkan lembaga zakat untuk mengunggah bukti
pembayaran zakat secara langsung ke dalam sistem pajak. Seluruh proses
masih dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak. DJP menilai bahwa
kerja sama dengan lembaga zakat perlu diperkuat, khususnya dalam aspek
edukasi dan integrasi data, agar pemanfaatan zakat pengurang pajak dapat
meningkat.

Minimnya kolaborasi ini menunjukkan perlunya sinergi antar lembaga
secara lebih intensif. Hal ini sejalan dengan temuan Wijayanti et al., (2022),
yang menegaskan bahwa implementasi zakat pengurang pajak di Indonesia
masih terkendala koordinasi kelembagaan yang kurang efektif
dibandingkan dengan Malaysia.

. Kendala dan Peluang Implementasi

Dari seluruh temuan lapangan, terdapat beberapa kendala utama
dalam pelaksanaan zakat pengurang pajak. Pertama, rendahnya pemahaman
muzakki akibat minimnya sosialisasi teknis. Kedua, proses administratif
yang belum terintegrasi mengharuskan muzakki untuk aktif dalam

penyusunan dokumen pelaporan. Ketiga, kurangnya kerja sama formal
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antara lembaga zakat dan DJP menyebabkan implementasi zakat pengurang
pajak berjalan secara parsial.

Meskipun demikian, peluang untuk pengembangan pelaksanaan zakat
pengurang pajak tetap terbuka luas. Seluruh informan sepakat bahwa
kebijakan ZPP memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah muzakki yang
menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. LAZIS UNISIA berpendapat
bahwa apabila sosialisasi dapat diperkuat dan sistem pendukungnya
ditingkatkan, tingkat kepatuhan serta partisipasi muzakki akan meningkat.
DJP juga melihat adanya peluang untuk melakukan integrasi data atau
sistem digital agar pelaporan zakat dapat dilakukan secara otomatis. Peluang
tersebut sejalan dengan temuan (Ahmad et al., 2024), yang menyatakan
bahwa sinergi informasi dan sistem menjadi kunci keberhasilan
implementasi zakat pengurang pajak di berbagai daerah.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa
implementasi zakat sebagai pengurang pajak di lingkungan UII telah
berlangsung, namun belum mencapai tingkat optimal. Proses administrasi
relatif mudah, walaupun masih bersifat manual, sosialisasi masih minim,
koordinasi kelembagaan kurang kuat; dan terdapat sejumlah kendala teknis
serta struktural. Namun demikian, terdapat peluang besar untuk
memperkuat implementasi kebijakan ini melalui pengembangan edukasi,

digitalisasi, dan kerja sama kelembagaan yang lebih efektif.

Tabel 4. 1 Matriks Kesimpulan Temuan lapangan dan analisis berdasarkan indikator
persepsi dan implementasi

Indikator
Temuan Lapangan Analisis
Persepsi

Pemahaman | Muzakki menyadari bahwa | Pemahaman tersebut
zakat dapat mengurangi terbentuk secara
pajak, namun informasi individual dan belum
tersebut diperoleh secara melalui proses edukasi

mandiri melalui rekan yang terstruktur.
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kerja dan pengalaman
dalam mengisi SPT.
Hingga saat ini, Muzakki
belum pernah menerima
sosialisasi formal dari

LAZIS, BAZNAS,

Rendahnya tingkat
pemahaman disebabkan
oleh minimnya sosialisasi

teknis.

maupun DJP.

Kepercayaan | Muzakki menilai bahwa Kepercayaan tergolong
LAZIS bersifat tinggi akibat pengalaman
profesional, dengan bukti | positif yang dialami.
setoran yang transparan. Kepercayaan dipengaruhi
Mereka yakin bahwa bukti | oleh tingkat transparansi
zakat telah diterima oleh serta kualitas layanan
DJP. Terdapat kepercayaan | yang diberikan.
bahwa lembaga tersebut
menjalankan tugas sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.

Manfaat Muzakki memperoleh Manfaat yang diperoleh

keuntungan administratif
berupa pengurangan pajak
serta manfaat spiritual
seperti ketenangan,
kenyamanan, dan
keyakinan bahwa ibadah
yang dilakukan sah serta
memberikan dampak

positif.

bersifat ganda, yaitu
spiritual dan finansial,
yang menyatakan bahwa
manfaat spiritual
mendorong peningkatan

partisipasi dalam zakat.
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Kepatuhan
terhadap

Hukum dan

Muzakki menilai kebijakan
tersebut sesuai dengan

prinsip syariah serta

Terdapat harmonisasi
antara prinsip syariah dan

aspek fiskal, yang

Syariah ketentuan hukum yang mendukung bahwa zakat
berlaku, yaitu Undang- pengurang pajak dapat
Undang Nomor 23 Tahun | meningkatkan tingkat
2011 dan Undang-Undang | kepatuhan ganda.
Nomor 36 Tahun 2008.
Kebijakan ini bertujuan
untuk mendorong
kepatuhan dalam
pelaksanaan zakat
sekaligus kewajiban
perpajakan.
Pelaksanaan | Muzakki melakukan Administrasi berjalan
Administratif | pembayaran zakat melalui | namun kurang efisien

lembaga resmi. Bukti
pembayaran telah tersedia,
namun proses
pengunggahan ke SPT
masih dilakukan secara
manual. Sistem LAZIS
belum terhubung secara
terintegrasi dengan
Direktorat Jenderal Pajak
(DIP).

karena belum terintegrasi
secara digital,
kompleksitas
administratif merupakan
hambatan utama bagi

zakat pengurang pajak.

Sosialisasi dan

Informasi

Tidak terdapat sosialisasi
resmi mengenai zakat

pengurang pajak dari pihak

Sosialisasi yang
dilakukan sangat terbatas,

sehingga pemahaman
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LAZIS, BAZNAS,
maupun DJP. LAZIS lebih
menitikberatkan pada
edukasi zakat secara umum
dan tidak khusus pada
zakat pengurang pajak.
Sementara itu, DJP hanya
menyampaikan zakat
pengurang pajak sebagai
bagian kecil dalam

kegiatan sosialisasi SPT.

para muzakki
menunjukkan variasi
yang signifikan. Tingkat
sosialisasi yang rendah
berkontribusi pada
rendahnya pemanfaatan

zakat pengurang pajak.

Kolaborasi Tidak terdapat Kolaborasi yang kurang
Kelembagaan | Memorandum of kuat menyebabkan
Understanding (MoU) efektivitas Zakat
antara LAZIS dan DJP. Pengurang Pajak (ZPP)
Kerja sama yang tercipta tidak mencapai hasil
bersifat informal semata, yang optimal, mengenai
berupa format bukti lemahnya koordinasi
setoran. Selain itu, tidak antara lembaga zakat dan
terdapat integrasi sistem perpajakan di Indonesia.
maupun program edukasi
yang dilakukan secara
bersama.
Kendala dan | Kendala yang dihadapi Hambatan yang dihadapi
Peluang meliputi kurangnya bersifat struktural dan

pemahaman, minimnya
sosialisasi,
ketidakterhubungan

sistem, serta ketiadaan

informasional. Akan
tetapi, peluang yang
signifikan dapat terwujud

apabila sinergi diperkuat,
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kolaborasi resmi.
Sementara itu, peluang
yang dapat dimanfaatkan
meliputi peningkatan
jumlah muzakki,
digitalisasi sistem ZPP,
integrasi data, serta
pelaksanaan program
edukasi di lingkungan

kampus.

mengenai pentingnya
integrasi informasi zakat

dan pajak.




BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa muzakki di
lingkungan Universitas Islam Indonesia (UIl) menunjukkan persepsi yang
cenderung positif terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak
penghasilan. Persepsi tersebut tercermin melalui adanya kepercayaan terhadap
lembaga amil zakat dan otoritas pajak, pengakuan terhadap manfaat kebijakan
baik secara spiritual maupun administratif, serta keyakinan bahwa kebijakan
tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
Meskipun demikian, tingkat pemahaman muzakki terhadap ketentuan teknis dan
regulasi formal zakat sebagai pengurang pajak masih terbatas, sehingga
pemanfaatan kebijakan tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal.

Dari segi implementasi, penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan
zakat sebagai pengurang pajak telah dijalankan, namun masih menghadapi
kendala pada aspek administratif dan sistem pendukung. Proses pelaporan zakat
masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara digital dengan
sistem perpajakan, yang menyebabkan pemanfaatan fasilitas zakat sebagai
pengurang pajak sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif masing-masing
muzakki. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberhasilan pelaksanaan
kebijakan bukan hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga
oleh efektivitas mekanisme pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa keterbatasan dalam sosialisasi
serta lemahnya koordinasi kelembagaan antara lembaga amil zakat dan
Direktorat Jenderal Pajak menjadi faktor utama yang memengaruhi
implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Informasi yang belum
tersampaikan secara sistematis menyebabkan pemahaman muzakki masih
bersifat praktis dan belum sepenuhnya berbasis regulasi. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa optimalisasi kebijakan zakat sebagai pengurang pajak
memerlukan penguatan pemahaman muzakki, perbaikan sistem administrasi,

serta sinergi kelembagaan yang lebih terorganisir dan terpadu.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa rekomendasi yang
ditujukan kepada pihak-pihak terkait serta untuk pengembangan penelitian
selanjutnya.

1. Para muzakki, diperlukan upaya yang lebih aktif dalam mencari serta
memahami informasi resmi terkait mekanisme zakat sebagai pengurang
pajak. Hal ini sangat penting agar pelaporan zakat dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat dilakukan secara tepat dan akurat,
sekaligus meminimalisir potensi kesalahan administratif. Para muzakki juga
dianjurkan untuk memanfaatkan layanan konsultasi yang disediakan oleh
lembaga zakat maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memperkuat
pemahaman mereka. Ini menegaskan pentingnya penguatan literasi zakat
perpajakan serta peningkatan kapasitas lembaga zakat dan otoritas pajak
dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada muzakki.

2. Bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadagah (LAZIS UNISIA),
penelitian ini merekomendasikan peningkatan aktivitas sosialisasi
berkenaan dengan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara lebih
terstruktur dan berkelanjutan. Hingga saat ini, sosialisasi terkait zakat
pengurang pajak belum menjadi agenda utama, sehingga banyak muzakki
yang belum memahami prosedurnya secara mendalam. Penguatan standar
administrasi, pencatatan bukti setoran zakat, serta upaya penyelesaian kerja
sama formal dengan DJP juga menjadi langkah strategis yang dapat
ditempuh untuk memastikan pelaksanaan zakat pengurang pajak berjalan
lebih efektif dan mudah diakses oleh para muzakki. Selain itu, lembaga juga
dapat mengembangkan materi edukasi dalam bentuk seminar.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan untuk meningkatkan
intensitas dan kualitas sosialisasi mengenai zakat pengurang pajak agar
masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, tidak
sekadar sebagai bagian kecil dari sosialisasi SPT tahunan. DJP juga
dianjurkan untuk mempertimbangkan pembentukan kerja sama formal

dengan lembaga zakat melalui nota kesepahaman, khususnya terkait sistem



58

integrasi pelaporan zakat. Dengan adanya integrasi tersebut, proses
pengunggahan bukti setoran zakat dapat dilakukan secara lebih sederhana
sehingga mengurangi beban administratif bagi para muzakki.

. Bagi penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan kajian
baik dari segi jumlah informan maupun variasi lembaga zakat yang menjadi
objek penelitian. Pendekatan metode campuran atau kuantitatif juga dapat
diadopsi untuk memperkuat temuan empiris serta memberikan gambaran
yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan zakat pengurang
pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menelaah aspek digitalisasi
sistem zakat serta kesiapan regulasi dalam mendukung integrasi penuh

antara lembaga zakat dan sistem perpajakan nasional.
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Teori Indikator Pertanyaan Jawaban
Persepsi | Pemahaman Sejauh mana Mengetahui bahwa
Muzakki | terhadap Bapak/Ibu zakat dapat dijadikan
Kebijakan mengetahui bahwa sebagai pengurang
Zakat sebagai zakat bisa pajak, tetapi belum
Pengurang digunakan untuk paham cara
Pajak mengurangi pajak pelaporannya.

penghasilan?

Dari mana
Bapak/Ibu pertama
kali mengetahui
informasi tersebut
(media, lembaga
zakat, DJP, rekan
kerja, dll)?

Menurut
Bapak/Ibu, apakah
informasi mengenai
kebijakan ini sudah

cukup jelas dan

Mengetahui dari
dosen dan lingkungan

kampus.

Belum terlalu jelas,
sosialisasi masih

kurang.
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mudah dipahami?

Bagaimana
pemahaman
Bapak/Ibu terhadap
prosedur pelaporan
zakat dalam Surat
Pemberitahuan
Tahunan (SPT)

tahunan?

Apakah Bapak/Ibu
pernah
mendapatkan
sosialisasi resmi
dari LAZIS
UNISIA,

BAZNAS, atau DJP
terkait mekanisme

ZPP?

Belum memahami
secara teknis
pengisian di DJP

Online.

Belum pernah
menerima sosialisasi

resmi.

Kepercayaan
terhadap
Lembaga
Zakat dan
Otoritas

Pajak

Bagaimana
pandangan
Bapak/Ibu terhadap
profesionalitas dan
transparansi
lembaga zakat
(seperti LAZIS
UNISIA) dalam
mengelola dana

zakat?

2. Sejauh mana

Sangat percaya,
menilai lembaga
zakat sudah amanah

dan transparan.

2. Percaya, tapi tidak




65

Bapak/Ibu percaya
bahwa zakat yang
disetorkan melalui
lembaga resmi
benar-benar dicatat
dan dilaporkan

sesuai aturan pajak?

Apakah Bapak/Ibu
merasa proses
pelaporan zakat ke
DIJP berjalan lancar
dan sesuai

prosedur?

Bagaimana tingkat
kepercayaan
Bapak/Ibu terhadap
kolaborasi antara
LAZIS
UNISIA/BAZNAS
dengan DJP dalam
pelaksanaan ZPP?

Menurut
Bapak/Ibu, apakah
masih ada keraguan
atau kendala dalam
mempercayai
lembaga zakat dan
otoritas pajak dalam
pelaksanaan

kebijakan ini?

tahu detail

pelaporannya ke DJP.

Tidak pernah melapor

langsung karena takut

salah administrasi.

Masih rendah karena
tidak terlihat kerja
sama nyata di

lapangan.

Ada keraguan
terhadap DJP karena

takut pemeriksaan.
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Manfaat yang
Dirasakan

Muzakki

Apa manfaat utama
yang Bapak/Ibu
rasakan setelah
mengetahui
kebijakan zakat
sebagai pengurang

pajak?

Apakah kebijakan
ini menurut
Bapak/Ibu
membantu
mengurangi beban
pajak yang harus
dibayar setiap

tahun?

Apakah Bapak/Ibu
merasakan manfaat
spiritual (seperti
ketenangan,
keberkahan, atau
kepuasan ibadah)
dari pelaksanaan
zakat melalui

lembaga resmi?

Menurut
Bapak/Ibu, apakah
kebijakan ini sudah
memberikan
kemudahan dalam

aspek administrasi

1. Merasa kebijakan ini

sejalan dengan

kewajiban agama dan

negara.

2. Belum dirasakan

langsung karena

belum digunakan.

3. Ya, merasa lebih
tenang dan sesuai

syariah.

4. Belum, malah

cenderung rumit.
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dan pelaporan

pajak?

Menurut
pengalaman
Bapak/Ibu, apakah
zakat pengurang
pajak ini sudah
berdampak nyata
bagi masyarakat

luas?

5.

Secara sosial ya,
karena membantu

S€sama.

Kepatuhan
terhadap
Hukum dan
Prinsip

Syariah

Menurut
Bapak/Ibu, apakah
kebijakan zakat
pengurang pajak
sudah sesuai
dengan prinsip

syariah?

Bagaimana
Bapak/Ibu melihat
keselarasan antara
aturan perpajakan
dan ajaran Islam
dalam kebijakan

ni?

Apakah Bapak/Ibu
merasa kebijakan
ini mendorong
masyarakat untuk

lebih patuh

Ya, merupakan
ijtihad modern yang

sah.

Masih ada pandangan
berbeda di

masyarakat.

Ya, bisa mendorong

kesadaran berzakat.
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terhadap kewajiban
zakat dan pajak

sekaligus?

Bagaimana
pandangan
Bapak/Ibu terhadap
regulasi yang
mengatur zakat
sebagai pengurang
pajak (misalnya UU
No. 23/2011 dan
UU No. 36/2008)?

Dalam pandangan
Bapak/Ibu, apakah
kebijakan ini sudah
mencerminkan
keadilan sosial dan

nilai kemaslahatan

4. Menilai sudah bagus,

perlu penerapan yang

lebih nyata.

5. Ya, membantu

pemerataan dan

solidaritas sosial.

umat?
Impleme | Pelaksanaan Bagaimana Membayar melalui
ntasi Administratif pengalaman LAZIS UNISIA, tapi
Zakat Bapak/Ibu dalam belum melapor ke
sebagai membayar dan DJP.
Penguran melaporkan zakat
g Pajak melalui lembaga

resmi seperti

LAZIS UNISIA?

Apakah sistem

pelaporan zakat

Belum mudah, butuh

panduan jelas.
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yang ada saat ini
mudah diakses dan

dipahami?

Bagaimana kendala
administratif yang
pernah Bapak/Ibu
alami dalam
pelaporan zakat
sebagai pengurang

pajak?

3.

Takut salah isi SPT,

belum paham teknis.

Sosialisasi
dan

Informasi

Apakah Bapak/Ibu
merasa sosialisasi
mengenai zakat
pengurang pajak
sudah cukup
dilakukan di
lingkungan UII?

Menurut
Bapak/Ibu, lembaga
mana yang paling
aktif memberikan
informasi terkait
ZPP (BAZNAS,
DJP, atau kampus)?

Menurut
Bapak/Ibu, apa
bentuk sosialisasi
yang paling efektif

agar kebijakan ini

1.

Takut salah isi SPT,

belum paham teknis.

2. Tidak tahu pasti.

3.

Seminar dan

pelatihan langsung.
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lebih dikenal
(seminar, brosur,

media sosial, dsb)?

Kolaborasi

Kelembagaan

Bagaimana
pandangan
Bapak/Ibu terhadap
koordinasi antara
LAZIS UNISIA,
BAZNAS, dan DJP
dalam pelaksanaan

kebijakan ZPP?

Apakah Bapak/Ibu
melihat adanya
kerja sama yang
baik antara lembaga
zakat dan otoritas
pajak dalam
memfasilitasi

pelaporan zakat?

Apa saran
Bapak/Ibu agar
sinergi antara
lembaga zakat dan
DJP bisa lebih
efektif?

1.

Belum optimal

2. Belum tampak kerja

sama yang aktif.

3. Membuat sistem

bersama untuk

pelaporan zakat.

Kendala dan
Peluang

Implementasi

Menurut
Bapak/Ibu, apa
kendala utama yang
menyebabkan

banyak muzakki

Kurangnya
pengetahuan teknis
dan takut

administrasi.
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2. Apakah Bapak/Ibu 2. Edukasi dan

3. Menurut 3. Bimbingan teknis dan

belum
memanfaatkan
zakat pengurang

pajak?

melihat potensi atau sosialisasi ke civitas
peluang agar kampus.

kebijakan ini lebih
diterima di
kalangan
masyarakat

akademik UII?

Bapak/Ibu, langkah sistem digitalisasi.
apa yang paling
penting dilakukan
pemerintah dan
lembaga zakat agar
implementasi
kebijakan ini

berjalan optimal?
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Teori Indikator Pertanyaan Jawaban
Persepsi | Pemahaman Sejauh mana Bapak/Ibu Memahami secara
Muzakki | terhadap mengetahui bahwa zakat mendalam dasar hukum
Kebijakan bisa digunakan untuk ZPP dan manfaat
Zakat mengurangi pajak fiskalnya.
sebagai penghasilan?
Pengurang
Pajak Dari mana Bapak/Ibu Dari literatur perpajakan

pertama kali mengetahui
informasi tersebut
(media, lembaga zakat,

DIJP, rekan kerja, dlI)?

Menurut Bapak/Ibu,
apakah informasi
mengenai kebijakan ini
sudah cukup jelas dan

mudah dipahami?

Bagaimana pemahaman
Bapak/Ibu terhadap
prosedur pelaporan zakat
dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan

(SPT) tahunan?

Apakah Bapak/Ibu
pernah mendapatkan
sosialisasi resmi dari
LAZIS UNISIA,
BAZNAS, atau DJP

terkait mekanisme ZPP?

dan sosialisasi akademik.

Kurang tersosialisasi
secara teknis kepada

masyarakat umum.

Memahami mekanisme
SPT, tetapi menilai
masyarakat banyak yang

belum paham.

Belum pernah juga,
hanya mengetahui dari

literatur.
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Kepercayaa
n terhadap
Lembaga
Zakat dan
Otoritas

Pajak

Bagaimana pandangan
Bapak/Ibu terhadap
profesionalitas dan
transparansi lembaga
zakat (seperti LAZIS
UNISIA) dalam

mengelola dana zakat?

Sejauh mana Bapak/Ibu
percaya bahwa zakat
yang disetorkan melalui
lembaga resmi benar-
benar dicatat dan
dilaporkan sesuai aturan

pajak?

Apakah Bapak/Ibu
merasa proses pelaporan
zakat ke DJP berjalan
lancar dan sesuai

prosedur?

Bagaimana tingkat
kepercayaan Bapak/Ibu
terhadap kolaborasi
antara LAZIS
UNISIA/BAZNAS
dengan DJP dalam
pelaksanaan ZPP?

Menurut Bapak/Ibu,
apakah masih ada

keraguan atau kendala

Percaya terhadap LAZIS
UNISIA, lembaga sudah
terstruktur dan

akuntabel.

Secara sistem
seharusnya bisa, tetapi
masih banyak kesamaan

teknis.

Ada potensi lancar bila
sistem terintegrasi, saat

ini masith manual.

Kolaborasi belum
optimal, perlunya sinergi
kelembagaan yang lebih
baik.

Kendala administratif

masih tinggi.




74

dalam mempercayai
lembaga zakat dan
otoritas pajak dalam
pelaksanaan kebijakan

ini?

Manfaat
yang

Dirasakan

Muzakki

Apa manfaat utama yang
Bapak/Ibu rasakan
setelah mengetahui
kebijakan zakat sebagai

pengurang pajak?

Apakah kebijakan ini
menurut Bapak/Ibu
membantu mengurangi
beban pajak yang harus

dibayar setiap tahun?

Apakah Bapak/Ibu
merasakan manfaat
spiritual (seperti
ketenangan, keberkahan,
atau kepuasan ibadah)
dari pelaksanaan zakat

melalui lembaga resmi?

Menurut Bapak/Ibu,
apakah kebijakan ini
sudah memberikan
kemudahan dalam aspek
administrasi dan

pelaporan pajak?

1.

Menilai manfaatnya
efisiensi fiskal dan

kepastian hukum.

Secara teori ya, tapi
praktiknya belum

banyak dimanfaatkan.

Ya, memberikan rasa
keberkahan dan
kepastian ibadah.

Belum optimal karena
kurangnya panduan

teknis.




75

Menurut pengalaman
Bapak/Ibu, apakah zakat
pengurang pajak ini
sudah berdampak nyata

bagi masyarakat luas?

Potensial berdampak
besar bila diterapkan

secara masif.

Kepatuhan
terhadap
Hukum dan
Prinsip

Syariah

Menurut Bapak/Ibu,
apakah kebijakan zakat
pengurang pajak sudah
sesuai dengan prinsip

syariah?

Bagaimana Bapak/Ibu
melihat keselarasan
antara aturan perpajakan
dan ajaran Islam dalam

kebijakan ini?

Apakah Bapak/Ibu
merasa kebijakan ini
mendorong masyarakat
untuk lebih patuh
terhadap kewajiban
zakat dan pajak

sekaligus?

Bagaimana pandangan
Bapak/Ibu terhadap
regulasi yang mengatur
zakat sebagai pengurang
pajak (misalnya UU No.
23/2011 dan UU No.
36/2008)?

Ya, sesuai syariah dan

hukum positif.

Sudah sejalan bila
dipahami secara

administratif.

Iya, bisa meningkatkan
pemenuhan fiskal dan

keagamaan.

Regulasi sudah jelas,
tinggal sosialisasi dan

pelaksanaan.
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Dalam pandangan
Bapak/Ibu, apakah
kebijakan ini sudah
mencerminkan keadilan
sosial dan nilai

kemaslahatan umat?

Ya, bisa memperkuat
keadilan sosial dalam

fiskal Islam.

Impleme | Pelaksanaa Bagaimana pengalaman Menilai sistem dapat
ntasi n Bapak/Ibu dalam berjalan baik jika
Zakat Administrat membayar dan terintegrasi.
sebagai if melaporkan zakat
Penguran melalui lembaga resmi
g Pajak seperti LAZIS UNISIA?
Apakah sistem pelaporan Sistem e-filing belum
zakat yang ada saat ini ramah untuk pelaporan
mudah diakses dan zakat.
dipahami?
Bagaimana kendala Banyak wajib pajak yang
administratif yang belum paham dokumen
pernah Bapak/Ibu alami bukti zakat.
dalam pelaporan zakat
sebagai pengurang
pajak?
Sosialisasi Apakah Bapak/Ibu Sangat minim, hanya
dan merasa sosialisasi lewat literatur.
Informasi mengenai zakat

pengurang pajak sudah
cukup dilakukan di
lingkungan UII?




77

Menurut Bapak/Ibu,
lembaga mana yang
paling aktif memberikan
informasi terkait ZPP
(BAZNAS, DJP, atau

kampus)?

Menurut Bapak/Ibu, apa
bentuk sosialisasi yang
paling efektif agar
kebijakan ini lebih
dikenal (seminar, brosur,

media sosial, dsb)?

Tidak ada lembaga yang

dominan.

Workshop teknis dan
media digital.

Kolaborasi
Kelembaga

an

Bagaimana pandangan
Bapak/Ibu terhadap
koordinasi antara LAZIS
UNISIA, BAZNAS, dan
DJP dalam pelaksanaan
kebijakan ZPP?

Apakah Bapak/Ibu
melihat adanya kerja
sama yang baik antara
lembaga zakat dan
otoritas pajak dalam
memfasilitasi pelaporan

zakat?

Apa saran Bapak/Ibu
agar sinergi antara
lembaga zakat dan DJP
bisa lebih efektif?

Perlu sinergi digital dan

komunikasi langsung.

Belum, masih parsial

dan belum terintegrasi.

Integrasi data dan

pelatihan petugas pajak.




78

Kendala
dan
Peluang
Implementa

si

Menurut Bapak/Ibu, apa
kendala utama yang
menyebabkan banyak
muzakki belum
memanfaatkan zakat

pengurang pajak?

Apakah Bapak/Ibu
melihat potensi atau
peluang agar kebijakan
ini lebih diterima di
kalangan masyarakat

akademik UII?

Menurut Bapak/Ibu,
langkah apa yang paling
penting dilakukan
pemerintah dan lembaga
zakat agar implementasi
kebijakan ini berjalan

optimal?

Minim sosialisasi dan

sistem belum terhubung.

Kolaborasi antara
kampus, LAZIS, dan
DJP.

Integrasi regulasi dan

pelayanan terpadu.

Nama

Jaba tan

Tempat bekerja
Lama bekerja di UII

Waktu Wawancara

: Fuad Mubarak, S. HI

: Fundraising

: LAZIS YBW UNISIA

: 1 Tahun
: 19 November 2025

Teori

Indikator

Pertanyaan

Jawaban

Persepsi
Muzakki

Pemahaman

terhadap

1.

Sejak kapan LAZIS

berdiri dan bagaimana

1.

LAZIS didirikan sejak
tahun 2004, awalnya
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Kebijakan legalitasnya? berada di bawah

Zakat Universitas Islam

sebagai Indonesia (UII),

Pengurang kemudian sesuai dengan

Pajak kebijakan pemerintah
dialihkan ke bawah
naungan Yayasan YBW
UNISIA.

2. Sejauh manakah LAZIS menyadari bahwa
pemahaman LAZIS kebijakan pengurangan
terkait dengan kebijakan pajak melalui zakat
Zakat sebagai Pengurang belum tersosialisasi
Pajak (ZPP)? secara memadai,

termasuk di kalangan
amil. Sebagian besar
pengelola zakat masih
belum memahami secara
rinci mengenai teknis
dan prosedur ZPP.
Kepercayaa Sejauh manakah Kolaborasi dianggap
n terhadap keyakinan terhadap belum mencapai tingkat
Lembaga efektivitas kolaborasi optimal. Informasi
Zakat dan antara LAZIS, mengenai zakat
Otoritas BAZNAS, dan DJP pengurang pajak masih
Pajak dalam pelaksanaan terbatas, sehingga

kebijakan zakat

pengurang pajak?

Bagaimana tingkat
transparansi dan

profesionalisme yang

pelaksanaannya belum

tampak secara nyata.

LAZIS dianggap
memiliki tingkat

transparansi yang tinggi:
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dimiliki oleh LAZIS?

setiap bulan terdapat
laporan pemotongan
zakat pada slip gaji, serta
setiap tahun disediakan
rekap zakat beserta

buletin program.

Manfaat
yang

Dirasakan

Muzakki

Apa saja manfaat zakat
pengurang pajak bagi
muzakki dan masyarakat
menurut pandangan

LAZIS?

2. Apakah masyarakat

telah banyak
menggunakan zakat

pengurang pajak?

ZPP dianggap dapat
memberikan manfaat
bagi masyarakat apabila
disosialisasikan secara
efektif. Potensi manfaat
yang signifikan muncul
karena zakat
memberikan dampak
langsung kepada
mustahik serta
berpotensi mengurangi
beban pajak. Namun,
tingkat pemanfaatannya
masih rendah akibat
kurangnya informasi

yang tersedia.

Masih terbatas. Faktor
utama meliputi
minimnya informasi,
ketiadaan pendamping,
serta belum tersedianya
fasilitas pemotongan
zakat oleh lembaga
terkait di lingkungan

sekitar.
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Kepatuhan Apakah kebijakan zakat Menurut LAZIS, tingkat
terhadap pengurang pajak dapat kepatuhan akan
Hukum dan meningkatkan kepatuhan meningkat apabila
Prinsip dalam pembayaran zakat informasi disampaikan
Syariah maupun pajak? dengan jelas dan
lembaga memberikan
pendampingan.
Kurangnya sosialisasi
dipandang sebagai
hambatan utama.
Apakah LAZIS telah LAZIS menegaskan
memahami prinsip- bahwa zakat tetap sah
prinsip syariah dalam menurut ketentuan
konteks zakat pengurang syariah, dan ZPP dapat
pajak? berfungsi sebagai sarana
untuk membantu
masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban
tersebut. Namun
demikian,
pelaksanaannya harus
sesuai dengan peraturan
resmi yang ditetapkan
oleh pemerintah.
Implement | Pelaksanaa Bagaimanakah tata cara LAZIS melakukan
asi Zakat ([ n pelaksanaan pembayaran pemotongan zakat gaji
sebagai Administrat dan pendokumentasian dosen dan karyawan
Pengurang | if zakat yang dilakukan secara bulanan, dengan
Pajak oleh LAZIS? data yang tercatat secara

rutin dalam slip gaji.

Selain itu, terdapat
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2. Apakah sistem LAZIS
telah mendukung zakat

pengurang pajak?

3. Permasalahan
administratif apa saja

yang timbul?

laporan zakat tahunan
dan buletin program
yang disusun sebagai
bentuk

pertanggungjawaban.

Sistem administrasi
internal telah tersusun
dengan baik, namun
implementasi ZPP belum
terlaksana akibat
kurangnya informasi
serta ketiadaan
mekanisme khusus yang
memadai untuk
memfasilitasi pelaporan

zakat kepada DJP.

Hambatan utama yang
dihadapi adalah
minimnya pemahaman
teknis mengenai ZPP,
baik di antara amil
maupun muzakki,
sehingga belum terdapat
prosedur operasional
standar yang khusus

mengatur tentang ZPP.

Sosialisasi
dan

Informasi

1. Apakah LAZIS

melaksanakan sosialisasi

terkait zakat pengurang

pajak?

Sampai saat ini, belum
terdapat sosialisasi
khusus mengenai zakat

pengurang pajak.
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2. Bagaimanakah

tanggapan masyarakat
terhadap program
edukasi yang telah

dilaksanakan?

Apa saja faktor yang
menyebabkan

terbatasnya sosialisasi?

Edukasi yang diberikan
kepada lembaga lebih
menitikberatkan pada
zakat umum, bukan pada
zakat sebagai instrumen

pengurang pajak.

Masyarakat belum
memanfaatkan ZPP
secara optimal karena
kurangnya pemahaman
mengenai prosedurnya.
Oleh karena itu, LAZIS
menilai bahwa sosialisasi
dan edukasi perlu

ditingkatkan.

Terbatasnya informasi
mengenai perpajakan,
kurangnya sumber daya
yang memiliki
pemahaman mendalam
tentang ZPP, serta belum
terselenggaranya

program edukasi terpadu

bersama DJP.
Kolaborasi Apakah LAZIS menjalin Kolaborasi dianggap
Kelembaga kerja sama dengan DJP sangat terbatas. Tidak
an maupun BAZNAS terdapat program formal,

dalam pelaksanaan ZPP?

nota kesepahaman,
maupun integrasi sistem

yang berkaitan dengan
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2. Apakah telah
diselenggarakan
pelatihan atau
bimbingan teknis

sebelumnya?

3. Apakah terdapat
kemungkinan untuk

menjalin kerja sama?

ZPP.

2. Hingga saat ini, belum
diselenggarakan
pelatihan khusus
mengenai ZPP oleh DJP.
Sebagian besar
pengetahuan diperoleh
secara mandiri oleh para

amil.

3. Terdapat peluang
signifikan untuk
kolaborasi, khususnya
dalam bidang edukasi
dan integrasi data,
namun hingga saat ini
belum diinisiasi oleh
lembaga maupun
Direktorat Jenderal

Pajak.

Kendala
dan
Peluang
Implementa

si

Apa saja hambatan utama
dalam pelaksanaan zakat
pengurang pajak dan apakah
kebijakan zakat pengurang
pajak memiliki potensi
memberikan manfaat bagi

masyarakat?

Hambatan utama yang
dihadapi meliputi minimnya
informasi, ketiadaan
pendamping, serta belum
terbangunnya lembaga di
sekitar yang dapat
memfasilitasi pemotongan
zakat melalui mekanisme
ZPP. LAZIS menilai bahwa
kebijakan ini sangat

bermanfaat apabila
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disosialisasikan secara efektif,
karena dapat meningkatkan
partisipasi zakat melalui
lembaga resmi serta
membantu muzakki dalam

mengurangi beban pajak.

Nama

Jabatan

Tempat Bekerja
Lama bekerja di KPP

Waktu Wawancara

: Pelaksana

: Dicky Nuril Hamdani, A.Md.Pjk.

: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
: Januari 2025
: 1 November 2025

Teori Indikator Pertanyaan Jawaban

Persepsi Pemahama | 1. Sejauh mana Bapak/Ibu 1. Banyak masyarakat yang

Muzakki n terhadap mengetahui bahwa zakat tahu zakat bisa kurangi
Kebijakan bisa digunakan untuk pajak, tapi belum tahu
Zakat mengurangi pajak teknisnya.
sebagai penghasilan?
Pengurang
Pajak 2. Dari mana Bapak/Ibu 2. Dari kegiatan sosialisasi

pertama kali mengetahui
informasi tersebut (media,
lembaga zakat, DJP, rekan
kerja, dIl)?

3. Menurut Bapak/Ibu,
apakah informasi mengenai
kebijakan ini sudah cukup

jelas dan mudah dipahami?

internal DJP dan kerja
sama dengan BAZNAS.

3. Belum merata, DJP
sudah berupaya namun
respon masyarakat masih

rendah.
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Bagaimana pemahaman
Bapak/Ibu terhadap
prosedur pelaporan zakat
dalam Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) tahunan?

Apakah Bapak/Ibu pernah
mendapatkan sosialisasi
resmi dari LAZIS UNISIA,
BAZNAS, atau DJP terkait

mekanisme ZPP?

Prosedur sudah ada di
DJP Online, namun
masyarakat masih
membutuhkan panduan

langsung.

Sudah beberapa kali
dilakukan oleh DJP dan
BAZNAS, namun belum

menjangkau luas.

Kepercaya
an
terhadap
Lembaga
Zakat dan
Otoritas

Pajak

Bagaimana pandangan
Bapak/Ibu terhadap
profesionalitas dan
transparansi lembaga zakat
(seperti LAZIS UNISIA)
dalam mengelola dana

zakat?

Sejauh mana Bapak/Ibu
percaya bahwa zakat yang
disetorkan melalui lembaga
resmi benar-benar dicatat
dan dilaporkan sesuai

aturan pajak?

Apakah Bapak/Ibu merasa
proses pelaporan zakat ke
DIJP berjalan lancar dan

sesuai prosedur?

Bagaimana tingkat

Menilai LAZIS UNISIA
kredibel, sudah diakui
dan terdaftar di

Kemenag.

Bukti zakat dari lembaga
resmi bisa jadi dasar
pengurang pajak jika

sesuai peraturan.

Prosesnya sudah
disediakan, namun
masyarakat kurang

familiar dengan fiturnya.

Sudah ada komunikasi,
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kepercayaan Bapak/Ibu
terhadap kolaborasi antara
LAZIS UNISIA/BAZNAS
dengan DJP dalam
pelaksanaan ZPP?

Menurut Bapak/Ibu,
apakah masih ada keraguan
atau kendala dalam
mempercayai lembaga
zakat dan otoritas pajak
dalam pelaksanaan

kebijakan ini?

tapi sistem koordinasi

belum maksimal.

Masyarakat masih ragu,
perlu adanya edukasi
untuk menghapus stigma

negatif.

Manfaat
yang

Dirasakan

Muzakki

Apa manfaat utama yang
Bapak/Ibu rasakan setelah
mengetahui kebijakan zakat

sebagai pengurang pajak?

Apakah kebijakan ini
menurut Bapak/Ibu
membantu mengurangi
beban pajak yang harus

dibayar setiap tahun?

Apakah Bapak/Ibu
merasakan manfaat
spiritual (seperti
ketenangan, keberkahan,
atau kepuasan ibadah) dari
pelaksanaan zakat melalui

lembaga resmi?

Kebijakan ini bisa
mendorong penerapan
pajak dan zakat

sekaligus.

Ya, dapat mengurangi
beban fiskal dan
mendukung program

pemerintah.

Ya, mendukung
kesadaran masyarakat

yang religius.
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Menurut Bapak/Ibu,
apakah kebijakan ini sudah
memberikan kemudahan
dalam aspek administrasi

dan pelaporan pajak?

Menurut pengalaman
Bapak/Ibu, apakah zakat
pengurang pajak ini sudah
berdampak nyata bagi

masyarakat luas?

Sudah ada kemudahan di
sistem, namun belum
dimanfaatkan secara

optimal.

Ya, bila diterapkan
secara luas akan
meningkatkan
kesejahteraan dan

kepuasan fiskal.

Kepatuhan
terhadap
Hukum
dan
Prinsip

Syariah

Menurut Bapak/Ibu,
apakah kebijakan zakat
pengurang pajak sudah
sesuai dengan prinsip

syariah?

Bagaimana Bapak/Ibu
melihat keselarasan antara
aturan perpajakan dan
ajaran Islam dalam

kebijakan ini?

Apakah Bapak/Ibu merasa
kebijakan ini mendorong
masyarakat untuk lebih
patuh terhadap kewajiban

zakat dan pajak sekaligus?

Bagaimana pandangan
Bapak/Ibu terhadap

regulasi yang mengatur

Sangat sesuai, zakat
tetap disalurkan ke

mustahiq.

Sepenuhnya sejalan,
tidak ada pertentangan

yang substansial.

Ya, membantu
meningkatkan
pemenuhan wajib pajak

umat Islam.

Regulasi sangat kuat,
tinggal perbaiki

penerapan dan
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zakat sebagai pengurang
pajak (misalnya UU No.
23/2011 dan UU No.
36/2008)?

Dalam pandangan
Bapak/Ibu, apakah
kebijakan ini sudah
mencerminkan keadilan
sosial dan nilai

kemaslahatan umat?

sosialisasi.

Ya, sangat sejalan
dengan magqashid

syariah.

Implementa | Pelaksana Bagaimana pengalaman DJP menerima bukti
si Zakat an Bapak/Ibu dalam resmi zakat sebagai
sebagai Administr membayar dan melaporkan pengurang pajak.
Pengurang | atif zakat melalui lembaga
Pajak resmi seperti LAZIS
UNISIA?
Apakah sistem pelaporan Sudah tersedia di DJP
zakat yang ada saat ini Online tapi kurang
mudah diakses dan dipahami masyarakat.
dipahami?
Bagaimana kendala Masyarakat sering salah
administratif yang pernah menginput data zakat di
Bapak/Ibu alami dalam sistem.
pelaporan zakat sebagai
pengurang pajak?
Sosialisasi Apakah Bapak/Ibu merasa Sudah dilakukan oleh
dan sosialisasi mengenai zakat DJP dan BAZNAS,
Informasi pengurang pajak sudah namun jangkauannya

cukup dilakukan di

masih terbatas.
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lingkungan UII?

Menurut Bapak/Ibu,
lembaga mana yang paling
aktif memberikan informasi
terkait ZPP (BAZNAS,
DJP, atau kampus)?

Menurut Bapak/Ibu, apa
bentuk sosialisasi yang
paling efektif agar
kebijakan ini lebih dikenal
(seminar, brosur, media

sosial, dsb)?

DJP bersama BAZNAS
menjadi lembaga utama

sosialisasi.

Pendidikan terpadu
berbasis kampus dan

digitalisasi.

Kolaborasi
Kelembag

aan

Bagaimana pandangan
Bapak/Ibu terhadap
koordinasi antara LAZIS
UNISIA, BAZNAS, dan
DJP dalam pelaksanaan
kebijakan ZPP?

Apakah Bapak/Ibu melihat
adanya kerja sama yang
baik antara lembaga zakat
dan otoritas pajak dalam
memfasilitasi pelaporan

zakat?

Apa saran Bapak/Ibu agar
sinergi antara lembaga
zakat dan DJP bisa lebih
efektif?

Koordinasi masih
administratif, belum

sistemik.

Sudah ada MoU
nasional, namun teknis

lapangan belum berjalan.

Perlu interoperabilitas

sistem zakat dan pajak.
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Kendala 1. Menurut Bapak/Ibu, apa Literasi fiskal
dan kendala utama yang masyarakat masih
Peluang menyebabkan banyak rendah.
Implement muzakki belum
asi memanfaatkan zakat

pengurang pajak?

2. Apakah Bapak/Ibu melihat Potensi tinggi di
potensi atau peluang agar lingkungan akademik
kebijakan ini lebih diterima bila disosialisasikan
di kalangan masyarakat semakin intensif.
akademik UII?

3. Menurut Bapak/Ibu, Pendidikan, sistem
langkah apa yang paling integrasi, dan pelatihan
penting dilakukan petugas pajak serta amil.
pemerintah dan lembaga
zakat agar implementasi
kebijakan ini berjalan
optimal?

C. Pedoman Wawancara
Informan
Teori Indikator Pertanyaan
1 2 3 4
Persepsi Pemahaman 1. Sejauh mana \ \ \/ \/
Muzakki terhadap Kebijakan Bapak/Ibu mengetahui
Zakat sebagai bahwa zakat bisa
Pengurang Pajak digunakan untuk
mengurangi pajak
penghasilan?
2. Dari mana Bapak/Ibu NN V
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pertama kali
mengetahui informasi
tersebut (media,
lembaga zakat, DJP,
rekan kerja, dll)?
Menurut Bapak/Ibu,
apakah informasi
mengenai kebijakan ini
sudah cukup jelas dan
mudah dipahami?
Bagaimana
pemahaman Bapak/Ibu
terhadap prosedur
pelaporan zakat dalam
Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT)
tahunan?

Apakah Bapak/Ibu
pernah mendapatkan
sosialisasi resmi dari
LAZIS UNISIA,
BAZNAS, atau DJP
terkait mekanisme

ZPP?

Kepercayaan
terhadap Lembaga
Zakat dan Otoritas
Pajak

Bagaimana pandangan
Bapak/Ibu terhadap
profesionalitas dan
transparansi lembaga
zakat (seperti LAZIS
UNISIA) dalam
mengelola dana zakat?

Sejauh mana
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Bapak/Ibu percaya
bahwa zakat yang
disetorkan melalui
lembaga resmi benar-
benar dicatat dan
dilaporkan sesuai
aturan pajak?

Apakah Bapak/Ibu
merasa proses
pelaporan zakat ke DJP
berjalan lancar dan
sesuai prosedur?
Bagaimana tingkat
kepercayaan Bapak/Ibu
terhadap kolaborasi
antara LAZIS
UNISIA/BAZNAS
dengan DJP dalam
pelaksanaan ZPP?
Menurut Bapak/Ibu,
apakah masih ada
keraguan atau kendala
dalam mempercayai
lembaga zakat dan
otoritas pajak dalam
pelaksanaan kebijakan

ini?

Manfaat yang
Dirasakan Muzakki

Apa manfaat utama
yang Bapak/Ibu
rasakan setelah
mengetahui kebijakan

zakat sebagai
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pengurang pajak?
Apakah kebijakan ini
menurut Bapak/Ibu
membantu mengurangi
beban pajak yang harus
dibayar setiap tahun?
Apakah Bapak/Ibu
merasakan manfaat
spiritual (seperti
ketenangan,
keberkahan, atau
kepuasan ibadah) dari
pelaksanaan zakat
melalui lembaga
resmi?

Menurut Bapak/Ibu,
apakah kebijakan ini
sudah memberikan
kemudahan dalam
aspek administrasi dan
pelaporan pajak?
Menurut pengalaman
Bapak/Ibu, apakah
zakat pengurang pajak
ini sudah berdampak
nyata bagi masyarakat

luas?

Kepatuhan terhadap
Hukum dan Prinsip

Syariah

Menurut Bapak/Ibu,
apakah kebijakan zakat
pengurang pajak sudah
sesuai dengan prinsip

syariah?
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Bagaimana Bapak/Ibu
melihat keselarasan
antara aturan
perpajakan dan ajaran
Islam dalam kebijakan
ini?

Apakah Bapak/Ibu
merasa kebijakan ini
mendorong masyarakat
untuk lebih patuh
terhadap kewajiban
zakat dan pajak
sekaligus?

Bagaimana pandangan
Bapak/Ibu terhadap
regulasi yang mengatur
zakat sebagai
pengurang pajak
(misalnya UU No.
23/2011 dan UU No.
36/2008)?

Dalam pandangan
Bapak/Ibu, apakah
kebijakan ini sudah
mencerminkan
keadilan sosial dan

nilai kemaslahatan

umat?
Implementasi | Pelaksanaan Bagaimana
Zakat sebagai | Administratif pengalaman Bapak/Ibu
Pengurang dalam membayar dan
Pajak melaporkan zakat
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melalui lembaga resmi
seperti LAZIS
UNISIA?

Apakah sistem
pelaporan zakat yang
ada saat ini mudah
diakses dan dipahami?
Bagaimana kendala
administratif yang
pernah Bapak/Ibu
alami dalam pelaporan
zakat sebagai

pengurang pajak?

Sosialisasi dan

Informasi

Apakah Bapak/Ibu
merasa sosialisasi
mengenai zakat
pengurang pajak sudah
cukup dilakukan di
lingkungan UII?
Menurut Bapak/Ibu,
lembaga mana yang
paling aktif
memberikan informasi
terkait ZPP (BAZNAS,
DJP, atau kampus)?
Menurut Bapak/Ibu,
apa bentuk sosialisasi
yang paling efektif
agar kebijakan ini lebih
dikenal (seminar,
brosur, media sosial,

dsb)?
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Kolaborasi

Kelembagaan

Bagaimana pandangan
Bapak/Ibu terhadap
koordinasi antara
LAZIS UNISIA,
BAZNAS, dan DJP
dalam pelaksanaan
kebijakan ZPP?
Apakah Bapak/Ibu
melihat adanya kerja
sama yang baik antara
lembaga zakat dan
otoritas pajak dalam
memfasilitasi
pelaporan zakat?

Apa saran Bapak/Ibu
agar sinergi antara
lembaga zakat dan DJP
bisa lebih efektif?

Kendala dan
Peluang

Implementasi

Menurut Bapak/Ibu,
apa kendala utama
yang menyebabkan
banyak muzakki belum
memanfaatkan zakat
pengurang pajak?
Apakah Bapak/Ibu
melihat potensi atau
peluang agar kebijakan
ini lebih diterima di
kalangan masyarakat
akademik UII?
Menurut Bapak/Ibu,
langkah apa yang
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paling penting
dilakukan pemerintah
dan lembaga zakat agar
implementasi
kebijakan ini berjalan

optimal?
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